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ABSTRAK 
Penelitian ini tentang “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 
dalam Kegiatan Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pemalang”. 
Permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana  penegakan hukum terhadap tindak pidana 
dalam kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang dan apa  
problematika  serta mengatasinya. 
Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian 
deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan 
studi dokumen 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam 
kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang dilakukan melalui 
penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum preventif melalui  
penyuluhan kegiatan usaha penambangan, upaya non yustisial, dan penanganan  konflik 
sosial. Upaya hukum represif berupa penindakan  menggunakan hukum pidana melalui 
pelaksanaan tugas polri di bidang penyelidikan maupun penyidikan. Problematika  
penegakan hukum tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di wilayah 
hukum Polres Pemalang yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas anggota penyidik Unit 
Tindak Pidana Tertentu Polres Pemalang, kesulitan dalam pengurusan Izin Usaha 
Pertambangan dan faktor ekonomi. Cara mengatasinya peningkatan kuantitas dan kualitas 
Sumber Daya Manusia penyidik dan koordinasi serta penerapan Diskresi Kepolisian 
dengan melakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari penegakan hukum 
preventif hingga represif sebagai upaya terakhir. 
Penelitian ini menyarankan perlu adanya kebijakan pendelegasian kewenangan 
pemberian perizinan Galian C dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten / 
Kota  untuk mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha pertambangan agar dapat 
diminimalisir kegiatan usaha pertambangan illegal atau tidak berizin. Penegakan hukum 
penambangan Galian C illegal sebaiknya mengedepankan penegakan hukum preventif 
dan pendekatan non penal dengan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada 
penambang illegal untuk melengkapi kegiatan penambangan dengan perizinan yang 
diperlukan sehingga  penambangan illegal menjadi penambangan yang sah. 
 
Kata kunci : Problematika, Penegakan Hukum, Galian C 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
ABSTRACT 
This research is about "Problems of Law Enforcement Against Crimes in C Mining 
Activities in the Legal Area of Pemalang Police". The problem of this research is how to 
enforce the law against criminal acts in excavation C mining activities in the jurisdiction 
of Pemalang police station and what are the problems and overcome them. 
The approach used is sociological juridical with descriptive analytical research 
specifications. Data collection is done through interviews, literature studies and document 
studies 
This research shows that law enforcement against criminal acts in excavation C 
activities in the jurisdiction of the Pemalang police station is carried out through 
preventive and repressive law enforcement. Preventive law enforcement through 
counseling on mining business activities, non-judicial efforts, and handling social 
conflicts. Repressive legal measures in the form of prosecution use criminal law through 
the implementation of national police duties in the field of investigation and investigation. 
The problem of law enforcement of criminal acts in Excavation C in the legal area of 
Pemalang Police is the limited quantity and quality of investigators of the Pemalang 
Police Criminal Unit, difficulties in managing Mining Business Licenses and economic 
factors. The way to overcome this is to increase the quantity and quality of Human 
Resources investigators and coordination and the implementation of the Police Discretion 
by gradually enforcing the law starting from preventive law to repressive law as a last 
resort. 
This study suggests that there is a need to delegate the authority to grant Excise C 
licenses from the Provincial Government to Regency / City governments to bring services 
to mining business actors to minimize illegal or unauthorized mining business activities. 
Law enforcement of illegal C mining should prioritize preventive law enforcement and 
non-reasoning approaches by providing guidance and supervision to illegal miners to 
complete the required mining activities with permits so that illegal mining becomes legal 
mining 
 
Keywords: Problems, Law Enforcement, Excavation C 
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BAB I 
                             PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penelitian 
Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, baik 
sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati.1 Pengelolaan sumber 
daya alam merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.2 
Kekayaan alam Indonesia yang begitu besar harus dapat dimanfaatkan 
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kekayaan alam 
Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya melalui berbagai teknologi dan 
kemampuan Sumber Daya Manusia. Pemanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan 
dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan  amanat Pasal 33 (2), (3), (4) Undang-
Uundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  menyatakan bahwa 
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh Negara. Lebih lanjut disebutkan bahwa bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
                                                 
1 Diana Yusyanti, dkk, 2016, Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan 
Batubara Pada Era Otonomi Daerah, Jurnal Penelitian Hukum, DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, 
September 2016, hlm. 310 
2 Nabila Desyalika Putri, dan Dian Agung Wicaksono, 2016, Implikasi Legislasi Pengambilalihan 
Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat (Legislation 
Implication Of The Takeover Authority In Mineral And Coal Mining By The Central Government), Jurnal 
Legislasi Indonesia, Vol 13 No 1, 2016, Fakultas Hukum Unibersitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 19 
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Hasil tambang merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang 
melimpah.  Hasil tambang dikelola melalui kegiatan pertambangan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Menurut Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batu Bara, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau 
seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan 
mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian pertambangan 
mengisyaratkan bahwasannya seluruh kegiatan mulai dari proses penelitian sampai 
pada kegiatan pasca tambang merupakan serangkaian kegiatan yang harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (UU Minerba) telah menentukan bahwa mineral dan batubara yang 
terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak 
terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran penting 
dalam memenuhi hajat orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh 
negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam 
usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.3 
Untuk pengusahaan mineral dan batubara, pemerintah memberikan 
kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, 
                                                 
3 Roby Surya Rusmana, 2017, Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat Dan Pengawasannya Di 
Kabupaten Pesisir Barat, Jurnal Ilmiah, Vol. 4 No 2, 2017,  Fakultas Hukum Universitas Lampung, 
Lampung, hlm. 2 
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perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral 
dan batu bara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai degan kewenangannya masing-
masing.4 
Kegiatan penambangan sumber daya alam harus memiliki izin dari lembaga 
negara yang ditunjuk dan memiliki kewenangan di dalamnya. Hal ini mengandung 
konsekuensi bahwa setiap upaya penambangan dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum dilengkapi  dengan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pihak yang 
bersangkutan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari. 
Kenyataannya banyak terjadi penambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, khususnya dalam hal perizinan 
mengingat perizinan pertambangan merupakan pintu masuk dimulainya kegiatan 
pertambangan. Banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dari pihak 
yang berwenang mengeluarkan izin. 
 Pertambangan tanpa izin atau yang biasa disebut ilegal mining tidak hanya 
merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya 
berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, kejahatan, 
ketimpangan nilai ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru. 
Fenomena ilegal mining di beberapa wilayah bahkan sampai menggangu dan 
mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. 
                                                 
4 Purnama Trisnamansyah, 2016, Divestasi Saham Asing dalam Penambangan Bawah Tanah 
Dihubungkan dengan Kedaulatan Negara, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 Tahun 2016, Universitas Padjajaran, 
Bandung, hlm. 610 
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Di beberapa daerah, ilegal mining yang identik dengan pertambangan skala 
kecil tanpa alat dan fasilitas keamanan yang memadai juga seringkali memakan 
korban jiwa dari para penambang. Medan yang sangat sulit, sistem keamanan 
personal yang tidak layak, alat dan obat-obat kesehatan yang tidak tersedia di sekitar 
lokasi, jauhnya fasilitas kesehatan dari lokasi pertambangan, serta tidak adanya 
pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan nyawa para pekerja ini merupakan 
alasan-alasan konkrit mengapa masalah ilegal mining perlu mendapat perhatian 
yang cukup besar di Indonesia. 
Penanggulangan gangguan kamtibmas akibat kegiatan ilegal mining 
merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Polri sebagaimana sesuai dengan 
bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yaitu  Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk 
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini  sejalan dengan 
tugas pokok Polri sebagaimana ditentukan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa tugas pokok 
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum, dan c. Memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Ilegal mining sebagai bagian dari kejahatan terhadap kekayaan negara 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 4 
5 
 
 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun, di dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ditemukan definisi dari pertambangan 
tanpa izin (ilegal mining). Ilegal mining merupakan terjemahan dari pertambangan 
yang tidak memiliki izin. Izin yang dimaksud adalah 3 jenis izin yang diakui dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ketiga izin tersebut adalah IUP (Izin Usaha 
Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha 
Pertambangan Khusus). Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Bab XIII 
Ketentuan Pidana, yang menyebutkan dengan tegas sanksi administratif maupun 
sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin (ilegal mining). 
Kegiatan  pertambangan pada dasarnya merupakan kegiatan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya melalui eksplorasi sumber daya alam yang 
terkandung di dalam bumi dan kulit bumi. Bahan tambang terbagi menjadi tiga 
golongan yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Bahan tambang golongan 
C merupakan bahan tambang yang tidak strategis dan vital sebagaimana bahan 
tambang golongan A dan golongan B, sehingga bahan tambang golongan C 
merupakan bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang 
banyak, seperti garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat dan asbes. 
Pertambangan golongan C merupakan pertambangan yang sering dilakukan 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan Galian C. 
Kebutuhan masyarakat terhadap bahan tambang golongan C umumnya untuk usaha 
industri atau pemenuhan kebutuhan pokok guna pembangunan berbagai bangunan, 
seperti rumah, gedung-gedung, dan lain sebagainya. 
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Pemalang merupakan wilayah yang tidak luput dari kegiatan ilegal mining. 
Wilayah Pemalang bagian selatan yang merupakan dataran tinggi sering 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penambangan golongan C. Di 
wilayah selatan Pemalang banyak dijumpai tanah-tanah kapur  maupun tanah-tanah 
perbukitan yang bisa dijadikan lahan Galian C.  Aktivitas pertambangan bahan 
tambang golongan C biasa disebut dengan penambangan Galian C. Permasalahan 
yang muncul yaitu  semakin maraknya penambangan Galian C yang tidak memiliki 
izin atau illegal,  tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari proses 
penambangan tersebut, seperti kerusakan lingkungan dan akibat lainnya. 
Kegiatan penambangan kadang tidak memiliki izin dan menyebabkan 
kerusakan lingkungan. Sejumlah penambang melakukan penambangan tidak sesuai 
standar yang sudah ditentukan. Hal itu merusak lingkungan, terutama bukit batu 
karst dan mengancam hilangnya sumber air di wilayah tersebut.  Aktivitas illegal 
mining merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor  4 tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Aktivitas penambangan Galian C di wilayah Pemalang yang diduga tidak 
berizin semakin tak terkendali. Aktivitas tambang di wilayah Pemalang 
dikhawatirkan sejumlah masyarakat, khususnya masyarakat dekat pertambangan  
karena dapat merusak lingkungan. Terlebih sejumlah penambang diketahui 
seringkali mengunakan alat berat.  Hal itu tentu selain membuat kondisi lingkungan 
rusak tentu juga berisiko bagi para pekerja. 
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Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah berupaya melakukan penanggulangan 
kegiatan penambangan Galian C secara liar melalui sosialisasi mengenai ketentuan 
aktivitas pertambangan Galian C dan penertiban kegiatan pertambangan. Namun 
penambangan ilegal masih saja terjadi di Pemalang. Para pelaku illegal mining  
biasanya melakukan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi, yaitu menghentikan 
aktivitas menambang saat ada petugas. 
Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin dapat dikenakan 
pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: 
“setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat 
(1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah)”. 
Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur 
yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu 
secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang 
undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 
peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana seperti Undang-Undang Nomor  4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan 
dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum 
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atau tindak pidana.5 Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata 
tertib, keamanan dan ketenteraman di masyarakat, sebagai usaha pencegahan 
maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum.6 
 Penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining dilakukan oleh Kepolisian, 
dalam hal ini Kepolisian Resor Pemalang baik dilakukan langsung maupun oleh 
Polsek-Polsek di wilayah terjadinya penambangan ilegal. Penegakan hukum 
terhadap pelaku illegal mining dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan 
terhadap dugaan terjadinya illegal mining.  
Kenyataan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan illegal mining 
yang dilakukan oleh Kepolisian masih belum berjalan lancar karena masih ditemui 
berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi 
pendorong pertambangan maupun faktor rendahnya pendidikan sebagai sebab masih 
adanya kegiatan illegal mining Galian C. 
Faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan pernyebab 
masyarakat enggan mengurus perizinan kegiatan pertambangan. Faktor ekonomi 
yakni kegiatan penambangan merupakan mata pencaharian pokok karena sulitnya 
mencari pekerjaan sehingga usaha penambangan Galian C sulit untuk ditinggalkan. 
Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah merupakan salah satu faktor 
masyarakat kurang memahami peraturan perundang-undangan mengenai 
penambangan. Pada tahap pemberian sanksi terhadap pelaku penambangan Galian 
                                                 
5 Untung Setiyahadi dan Sukarmi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 
Pertambangan Mineral Dan Batubara (Study Kasus Normalisasi Kali Bebeng Kabupaten Magelang) , 
Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 Nomor 2, Nuni 2017, Unisulla, Semarang, hlm. 320 
6 Dahlan, 2017, Problematika Keadilan dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalahguna 
Narkotika, Deepublish, Jakarta, hlm. 2 
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C ilegal seringkali sanksi yang diberikan masih terlalu ringan yang belum 
memberikan efek jera. Hal ini turut memberikan kontribusi masih adanya 
penambangan Galian C liar di berbagai tempat. Hal tersebut merupakan 
problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kegiatan 
penambangan Galian C. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini akan membahas lebih lanjut 
penegakan hukum  terhadap  tindak pidana illegal mining khususnya Galian C di 
wilayah hukum Polres Pemalang. Adapun judul penelitian dalam penyusunan tesis 
ini yaitu : Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam 
Kegiatan Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pemalang. 
 
B. Permasalahan 
Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana  penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kegiatan 
penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang? 
2. Apa  problematika  penegakan hukum terhadap  tindak pidana dalam kegiatan 
penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang dan bagaimana 
cara mengatasinya? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan yaitu sebagai berikut: 
a. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana 
dalam kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang. 
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b. Mengetahui dan menganalisis problematika  penegakan hukum terhadap  
tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum 
Polres Pemalang dan cara mengatasinya 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut  
a. Kegunaan teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat 
bagi perkembangan dan peningkatan pengetahuan khususnya bagi penulis dan 
pemikiran pengembangan hukum pada umumnya, terhadap teori-teori hukum 
yang berlaku khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan 
hukum terhadap  tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C. 
b. Kegunaan praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
kepentingan praktis dalam penerapan peraturan perundang-undangan di 
lapangan khususnya mengenai penegakan hukum terhadap  tindak pidana 
dalam kegiatan penambangan Galian C. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
1. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual berisi tentang variabel yang diteliti, berisi pengaruh 
atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.7 Kerangka 
konseptual merupakan konsep terhadap suatu permasalahan yang hendak 
                                                 
7 Sarmanu, 2017, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statitika, Airlangga 
University Press, Surabaya, hlm. 36 
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dibahas dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat 
disajikan dalam bagan berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1 
Kerangka Konseptual 
 
Kegiatan penambangan Galian C ilegal dapat menimbulkan dampak 
lingkungan. Penegakan hokum terhadap tindak pidana pertambangan berkaitan 
erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap 
peraturan yang berlaku.  
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan bukan hanya 
bersangkutan dengan hukum pidana saja, melainkan mempunyai makna yang 
luas meliputi preventif (negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat, dan 
Kegiatan Penambangan 
Galian C 
Tindak Pidana Pertambangan 
Penegakan Hukum  
1. Instrumen Administratif 
2. Instrumen Perdata 
3. Instrumen Pidana 
Preventif Represif 
Negosiasi, 
Supervisi, 
Penerangan, 
Nasihat 
Proses 
Peradilan 
Pidana 
Sanksi 
Administratif 
Sanksi  
Pidana 
Faktor yang 
mempengaruhi 
penegakan hukum: 
1. Hukumnya sendiri 
2. Penegak hukum 
3. Sarana prasarana 
4. Masyarakat  
5. Kebudayaan  
Problematika 
UU Pertambangan 
Mineral dan Batubara 
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sebagainya), represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai 
dengan penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana).  
Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu 
instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata 
oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun kelompok 
bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum 
Ada 3 instrumen utama penegakan terhadap tindak pidana pertambangan 
yaitu meliputi:  
a. Instrumen Administratif  
Instrumen administratif adalah merupakan sarana yang bersifat 
preventif dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan 
lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang 
menyangkut persyaratan, perizinan, baku mutu lingkungan, dan rencana 
pengelolaan lingkungan. Beberapa jenis sarana penegakan hukum 
administratif adalah: a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa 
(bestuurdwang). b. Uang paksa (publiekrechtelijke dwangsom). c. 
Penutupan tempat usaha (sluiting van een inrichting). d. Penghentian 
kegiatan mesin perusahaan (buitengebruikstellingvan een toestel). e. 
Pencabutan izin melalui proses: teguran, paksaan pemerintah, penutupan 
dan uang paksa. 
Penerapan instrumen administratif lebih sering digunakan 
dibandingkan instrumen perdata dan pidana. Karena letak intrumen 
administratif yang berada pada jajaran utama dalam penegakan hukum. 
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Dengan banyaknya penggunaan instrumen administratif dalam penegakan 
terhadap tindak pidana pertambangan bukan berarti instrumen administratif 
adalah instrumen yang terbaik karena instrumen administratif juga memiliki 
kelemahan yaitu adanya kecenderungan penegakan hukum yang tidak 
kondusif karena tidak membuat jera pelaku penambangan ilegal (illegal 
mining). 
b. Instrumen Perdata 
Instrumen perdata digunakan untuk melakukan gugatan ganti rugi 
terhadap adanya kerugian yang timbul dari adanya kegiatan usaha 
penambangan.  Penegakan hukum  pertambangan melalui hukum perdata 
tidak terlalu populer, hal ini disebabkan karena berlarut-larutnya proses 
perdata di pengadilan. Gugatan ganti rugi terhadap adanya kegiatan 
penambangan yang menimbulkan kerugian dapat didasarkan pada Pasal 89 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai pengajuan gugatan melaui jalur 
pengadilan ketentuan pengajuan didasarkan pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Untuk pengajuan gugatan ganti rugi dan juga pemulihan 
lingkungan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, oleh 
masyarakat dan juga oleh organisasi lingkungan hidup. Khusus untuk 
organisasi lingkungan, hak pengajuan gugatan hanya sebatas untuk 
melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya 
atau pengeluaran riil. 
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c. Instrumen Pidana 
 Penegakan hukum  terhadap tindak pidana penambangan ilegal 
berdasarkan instrumen pidana adalah cara terahir yang ditempuh apabila 
dalam penegakan instrumen administratif dan instrumen perdata tidak 
tercapai.  Selain berdasarkan pada  ketentuan UndangUndang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penegakan hukum 
terhadap penambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan 
dapat dilakukan berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor  32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan 
bahwa tindakan pidana dalam Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 
merupakan suatu kejahatan. Pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 94 dan Pasal 120 
Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum yaitu:8 
a. Faktor hukum yaitu meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum 
maupun menerapkan hukum; 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan; 
                                                 
8 Abdul Salam Siku 2016,  Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan 
Pidana, Indonesia Prime, Jakarta, hlm.  44 
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e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seringkali 
menimbulkan problematika dalam penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor 
tersebut menimbulkan permasalahan tidak dapat berjalannya hukum 
sebagaimana yang dikehendai atau tidak sesuai dengan tujuan dari penegakan 
hukum.  
 
2. Kerangka Teoritik 
Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan dalam objek 
penelitian berikut ini diberikan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan dalam objek penelitian sebagai berikut: 
a. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia  
Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya 
berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum  pidana materiil dan 
hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum 
diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara 
khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang 
mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil 
di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitan Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-
undang yang mencantumkan ketentuan pidana.9 
                                                 
9 Adrie Primera, Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana, http://alsaindonesia.org,  diakses 
24 April 2019. 
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Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum 
pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara 
bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara Diferensiasi 
Fungsional dan Intregated Criminal Justice System. Mengapa demikian, 
karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke 
hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai 
tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan 
penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh 
Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung 
jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal 
tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem 
Diferensiasi Fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, 
ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan 
berkesinambungan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan misalnya, ketika 
melakukan penyidikan Kepolisian akan menyusun Berita Acara 
Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun 
Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra 
penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian dianggap belum lengkap 
untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas tersebut 
dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari 
jaksa yang bersangkutan.10 
 
                                                 
10 Ibid. 
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Di sisi lain, dalam mekanisme check and balances antara Kepolisian 
dan Kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan 
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 
(dua) keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberata, 
melalui mekanisme sidang pra-peradilan. Kedua proses tersebut, 
menunjukkan bahwa selain menganut sistem Diferensiasi Fungsional, 
Indonesia juga menganut Integrated Criminal Justice System dalam proses 
penegakan hukum pidananya. 
Penegakan hukum pidana di tiap-tiap negara biasanya berkiblat pada 
model-model tertentu. Dalam hal ini, Indonesia lagi-lagi mencampurkan 2 
(dua) model penegakan hukum, yaitu Crime Control Model dan Due 
Process  Model. Kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer 
ini, sebenarnya saling bertolak belakang satu sama lain. Crime Control 
Model lebih menekankan pada adanya asas praduga bersalah 
atau Presumption of Guilty, sedangkan Due Process Model lebih 
menekankan pada adanya asas praduga tak bersalah atau Presumption of 
Innocence. Namun ketika ditilik landasan filosofisnya, sebenarnya 2 (dua) 
asas tersebut tidaklah saling berlawanan, karena memang berasal dari 
konsep berpikir yang berbeda. Asas praduga bersalah mendasarkan pada 
pemikiran “jangan sampai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum”, 
sedangakan asas praduga tak bersalah mendasarkan pada pemikiran “jangan 
sampai ada orang yang tak bersalah, dihukum”.11 
                                                 
11 Ibid.. 
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KUHAP sebagai induk hukum acara pidana Indonesia sendiri secara 
eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut kedua asas tersebut, yakni 
bisa kita temukan dalam ketentuan Penjelasan Umum, angka 3 huruf c dan 
angka 3 huruf e. Walaupun terkesan mencampuradukkan, namun penerapan 
kedua asas ini secara bersamaan sebenarnya merupakan hal yang bisa 
ditoleransi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tugas dari tiap aparat 
penegak hukum. Polisi dan Jaksa misalnya, secara prinsip memang harus 
bekerja berdasarkan asas praduga bersalah atau Presumption of Guilty, 
karena jaksa khususnya, harus meyakinkan pada majelis hakim pemeriksa 
perkara bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dengan 
mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Namun di sisi lain, baik Polisi 
maupun Jaksa harus memperlakukan Tersangka/Terdakwa seakan-akan 
tidak bersalah. Begitu juga dengan tugas seorang hakim, yang memeriksa 
perkara dan memberikan putusan terhadap salah atau tidaknya Terdakwa, 
harus menggunakan asas praduga tidak bersalah atau Presumption of 
Innocence. Hal ini berkaitan dengan asas dasar hakim yang berlaku di 
seluruh dunia, yaitu “Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, 
daripada menghukum orang yang tidak bersalah.”12 
Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya dapat terlihat jelas bahwa 
meskipun KUHAP menerapkan kedua asas tersebut, namun pada praktiknya 
tetap lebih condong kepada asas praduga tak bersalah atau Presumption of 
Innocence. Hal ini juga disebabkan karena penegakan hukum pidana pada 
                                                 
12 Ibid. 
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era KUHAP, lebih menitik beratkan pada perlindungan hak asasi warga 
negara, dari kesewenang-wenangan negarayang mana juga didukung oleh 
aturan dalam Penjelasan Umum KUHAP, yakni pada angka 3 huruf c. 
b. Pengertian Bahan Galian C 
Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 2 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pertambangan 
mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan kmoditas 
yaitu: 1) Mineral radio aktif; 2) Mineral logam; 3) Mineral bukan logam; 4) 
Batuan, dan 5) Batubara. 
Jenis bahan galian yang ketiga menurut undang- undang adalah 
golongan bukan strategis dan bukan vital atau golongan C. Bahan galian 
golongan ini memiliki sifat tidak langsung memerlukan pasaran yang 
bersifat internasional, maka dari itulah masuk kedalam golongan C ini. 
Beberapa contoh dari bahan tambang golongan ini antara lain nitrat, pospat, 
asbes, talk, mika, grafit, magnesit, kaolin, batu apung, marmer, batu tulis 
dan lain sebagainya 
c. Pengertian Pertambangan 
Menurut Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan 
pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
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penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 
serta kegiatan pascatambang 
d. Pengertian Problematika 
Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu 
"problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam 
bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang 
menimbulkan permasalahan.13  Sedangkan ahli lain mengatakan 
menyatakan bahwa definisi problema/problematika adalah suatu 
kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat 
menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat 
mengurangi kesenjangan itu.14  
 
 
E.  Metode Peneltian 
Menurut Soekanto sebagaimana dikutip Abdurrachman bahwa penelitian 
hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan dengan jalan menganalisis, 
juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala 
bersangkutan.15 Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan 
                                                 
13 Debdikbud, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 276 
14Sarjanaku, 2013, Pengertian Problematika,  http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-
problematika-defisi-menurut.html, diakses 29 April 2019 
15 Hamidah Abdurrachman, 2012, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba , Jurnal, 
Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hlm. 218. 
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penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.16 
Adapun tata cara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian 
hukum sebagai berikut:  
1. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan 
yuridis sosiologis. Karakteristik metode penelitian sociolegal dapat 
diidentifikasi melalui  dua hal. Pertama, studi sociolegal melakukan studi 
tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya 
terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Dalam  hal ini 
dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal 
tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarat tertentu dan 
dengan cara bagaimana. Oleh karena itu, studi sociolegal juga berurusan 
dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi 
sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah.17 
Penelitian sociolegal dilakukan dengan cara meneliti di lapangan (penelitian 
lapangan) dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data 
primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga 
disebut penelitian kepustakaan. 
Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini agar 
mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah hukum yang 
                                                 
16 Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Group, 
Jakarta, hlm. 2 
17 Sulistyowati Irianto, dkk., 2012, Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan Bekerja Sama Dengan 
Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen,  Jakarta,  hlm. 5-6. 
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sedang dikaji dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.18 
Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana  dalam 
kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang 
merupakan penelitian sosiologis, karena penelitian ini menitik beratkan pada 
penelitian di lapangan yang menjelaskan situasi serta Hukum yang terjadi dan 
berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, akurat 
mengenai fakta – fakta yang semuanya berhubungan dengan judul tesis 
“Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Kegiatan 
Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pemalang”. Penelitian tesis 
ini lokasi yang diambil adalah Polres Pemalang yaitu tempat penyelesaian 
perkara tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C. 
 
2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini  deskriptif analitis yaitu 
penulis hanya menggambarkan bagaimana penerapan peraturan hukum yang 
berlaku dikaitkan dengan kasus yang diteiti dan dampak yang ditimbulkan. 
Selanjutnya penerapan peraturan yang berlaku tersebut dianalisis untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan. 
Penelitian deskriptif dumaksudkan pemaparan terhadap apa adanya 
tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah 
persitiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat 
                                                 
18 Peter Mahmud Marzuki, 2015,  Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta,  hlm. 133 
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tertentu.19 Peristiwa hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Kegiatan 
Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pemalang. 
 
3. Metode Penentuan Sampel 
Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting 
artinya dalam suatu penelitian. Populasi yaitu keseluruhan dari obyek 
pengamatan atau obyek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari 
populasi yang akan ditelti yang dianggap mewakili populasinya.20  
Unit / elemen dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resor Pemalang. 
Sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu Unit Tindak pidana Tertentu 
(Tipiter) Kepolisian Resor Pemalang. Dari populasi tersebut diambil satu 
sampel sebagai obyek penelitian, yaitu penyidikan tindak pidana dalam 
kegiatan penambangan bahan Galian C. 
Penelitian ini digunakan teknik purposive sampling atau penarikan 
sampel bertujuan yaitu teknik pemilihan sampel secara sengaja, yang 
dipandang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga responden yang dipilih 
hanyalah yang memiliki kapasitas, potensi, ataupun kriteria yg ditetapkan.21 
 
 
 
                                                 
19 I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta, hlm.  152 
. 
20 Ibid, hlm. 194 
21  Rachmad Baro, 2016, Penelitian Hukum Non Doktrinal Trend Penggunaan Metode dan Teknik 
Penelitian Sosial di Bidang Hukum, Deepublish, Jakarta, hlm. 97. 
24 
 
 
4. Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Jadi 
metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan terhadap data primer dan 
data sekunder sebagai berikut  :  
a. Data primer, yaitu data yang berasal dari lokasi penelitian yang diperoleh 
melalui observasi dan wawancara mendalam (indeept interview).22 
Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang 
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Kegiatan 
Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pemalang. Data primer 
ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan 
mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, 
tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai 
dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan 
dengan pihak yang berwenang dan terkait serta berkompeten dalam 
penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kegiatan penambangan 
Galian C yaitu penyidik Polres Pemalang.  
Wawancara penelitin dilakukan terhadap: 
1)  Bapak IPTU Wahyudi Wibowo, SH., MH., Kepala Unit Tindak 
Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Pemalang; 
2) Bapak Brigadir Kepala Suseno, SH., penyidik Unit Tindak Pidana 
Tertentu (Tipiter) Polres Pemalang; 
                                                 
22 P. Faisal Ananda Arfa, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Kencana, Jakarta, hlm. 180. 
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3) Bapak Brigadir Yofie Dwi L, , penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu 
(Tipiter) Polres Pemalang  
Dipilihnya informan tersebut karena yang bersangkutan merupakan 
orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum dan sebagai 
pelaku  dalam penyelesaian  perkara tindak pidana dalam kegiatan 
penambangan Galian C. 
4) Bapak Aris Kamaludin, pengelola usaha penambangan Galian C di 
Pemalang 
Dipilihnya informan karena yang bersangkutan merupakan pihak 
yang mengelola usaha penambangan Galian C. 
5)  Bapak Hasan selaku warga masyarakat di sekitar usaha penambangan 
Galian C. 
 Dipilihnya informan tersebut karena yang bersangkutan merupakan 
warga masyarakat yang mengetahui kegiatan usaha penambangan 
galian  C di sekitar tenpat tinggalnya. 
b. Data sekunder, yaitu data yang ditelusuri dari buku-buku primer yang 
dianggap representatif  terhadap obyek penelitian.23  
Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer setelah 
diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui: 
1) Studi pustaka, yaitu mengkaji buku-buku referensi, jurnal, hasil penelitian 
dan literature yang berhubungan dengan penelitian.24 
                                                 
23 Ibid, hlm. 180. 
24 M Syamsudin, dan Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Kasus Hukum, Prenada Media Group, 
Jakarta, hlm. 221. 
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2)  Studi dokumen, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 
melalui data tertulis.25 Dokumen yang diteliti yaitu berkas penyidikan 
tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum 
Polres Pemalang. 
Data sekunder dalam penelitian ini berupa : 
1)  Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat26 Bahan 
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 
2)  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer.27 Bahan hukum sekunder yaitu 
bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-
teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, 
rujukan website. 
3)   Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan 
primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu 
bahan-bahan yang berupa kamus. 
 
5. Metode Analisis Data 
                                                 
25 P. Faisal Ananda Arfa, Op Cit, hlm. 88. 
26Ibid,  hlm. 87. 
27 Majda El Muhtaj, 2015, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 
15. 
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Metode ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data 
analisis dengan focus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan 
hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan 
antara permasalahan hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga  
dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan 
masalah yang ada..28 
 
F. Originalitas Penelitian 
Penelitian tentang  tindak pidana di bidang pertambangan telah dilakukan 
oleh beberapa peneliti. Namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan 
penelitian yang ada. Adapun beberapa penelitian tentang tindak pidana di bidang 
pertambangan antara lain dilakukan oleh Redi (2016), Adhari (2017),  Pubara 
(2018). 
Redi (2016) dalam Jurnal Rechtsvinding melakukan penelitian tentang 
“Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin 
pada Pertambangan Skala Kecil”. Permasalahan dalam penelitian Redi yaitu 
factor penyebab terjadinya penambangan tanpa izin dan dampak yang 
ditimbulkan dan solusi kebijakan penegakan hukum penambangan tanpa izin.  
Penelirian Redi merupakan penelitian sosio legal research atau yuridis sosiologis. 
Hasil penelitian tersebut antara lain factor penyebab penambangan tanpa izin yaitu 
factor masalah regulasi, factor kapasitas birokrasi dan factor ekonomi. Dampak 
dari penambangan tanpa izin antara lain dampak kerusakan lingkungan hidup, 
dampak penerimaan Negara dan dampak konflik sosial. Kebijakan penegakan 
                                                 
28 M Syamsudin, dan Salman Luthan, op.cit.,  hlm. 221 
28 
 
 
hukumnya yaitu penegakan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan 
sebagai ultimum remidium29.  
Penelitian Redi mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu 
merupakan penelitian hukum sosiologis yang membahas penegakan hukum tindak 
pidana pertambangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Redi yaitu 
penelitian Redi membahas tindak pidana pertambangan mineral dan batubara 
skala kecil atau lebih bersifat umum sedangkan penelitian ini khusus membahas 
penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam Kegiatan Penambangan Galian 
C di Wilayah Hukum Polres Pemalang. 
Adhari (2017) melakukan penelitian tentang “Kebijakan Kriminal Dalam 
Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di 
Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan non-penal dan 
penal yang dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi penambangan 
tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Hasil penelitian 
menunjukan kebijakan non-penal berorientasi mengatasi sebab-sebab munculnya 
penambangan tanpa izin, antara lain melalui reformasi kesadaran hukum, 
penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat, dan 
meningkatkan fungsi pengawasan pemerintah. Sementara itu, kebijakan penal 
dilakukan dengan berorientasi pada usaha menanggulangi penambangan tanpa 
izin dengan mengandalkan sanksi pidana. Sehingga rekomendasi yang diajukan 
                                                 
29 Ahmad Redi, 2016, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin 
Pada Pertambangan Skala Kecil, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, No 3, Desember 2016, Fakultas Hukum 
Universitas Tarumanegara, Jakarta. 
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adalah penambangan tanpa izin harus ditanggulangi dengan sarana non-penal dan 
penal.30 
 
Penelitian Adhari mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yaitu 
keduanya sama-sama meneliti tentang tindak pidana di bidang pertambangan. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Adhari yakni penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan penelitian Adhari 
merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum dengan pendekatan yuridis 
normatif. Perbedaan lainnya yaitu penelitian Adhari membahas tindak pidana 
pertambangan dari segi aspek penanggulangan yang meliputi non penal (prefentif) 
dan non penal (represif) sedangkan penelitian ini membahas penanggulangan 
tindak pidana pertambangan dari aspek penal melalui penegakan hukum atau 
penanggulangan secara represif. Penelitian Adhari bersifat umum sedangkan 
penelitian ini bersifat khusus yaitu mengenai Problematika Penegakan Hukum 
Terhadap Tindak Pidana dalam Kegiatan Penambangan Galian C di Wilayah 
Hukum Polres Pemalang. 
Pubara (2018) melakukan penelitian tentang  “Penegakan Hukum Oleh 
Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal (Studi Pada Polres 
Way Kanan)”.  Penelitian Pubara merupakan penelitian yuridis normatif dan 
empiris dengan permasalahan bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian 
dalam tindak pidana penambangan emas ilegal oleh Polres Way Kanan serta 
                                                 
30 Ade Adhari, 2013, Kebijakan Kriminal dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pdana 
Penambangan Tanpa Izin di Indonesia, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, No 1, 1 Oktober 2017, 
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta. 
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apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak 
pidana penambangan emas ilegal oleh Polres Way Kanan. Hasil penelitian dan 
pembahasan menunjukkan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum 
penambangan emas ilegal melalui 2 upaya, yaitu upaya secara preventif yaitu 
Polres Way Kanan melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan 
secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Way Kanan tentang 
pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan emas 
ilegal. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polres Way Kanan adalah 
dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna 
menindak secara hukum pelaku penambangan batu secara liar dengan pemberian 
sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang 
berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana. Faktor 
penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana 
penambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan yaitu pertama faktor Penegak 
Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya. Faktor 
sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti personil kepolisian (penyidik) 
untuk melakukan pencarian, razia dan patroli. faktor masyarakat yaitu antara 
masyarakat serta pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena 
kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga kurangnya 
dukungan dan rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat yang sebagian besar 
berminat untuk melakukan penambangan emas illegal.31 
                                                 
31 M Rifki Usman Pubara, 2018, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana 
Penambangan Emas Ilegal (Studi Pada Polres Way Kanan), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
Lampung, Lampung.  
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Penelitian Pubara mempunyai keterkaitan degan penelitian ini yaitu sama-
sama meneliti mengenai penegakan hukum tindak pidana pertambangan. 
Perbedaan penelitian Pubara dengan penelitian ini yakni penelitian Pubara 
merupakan penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini yuridis sosiologis. 
Perbedaan lainnya, bahan tambang yang menjadi obyek penelitian Pubara berupa 
tambang emas sedangkan dalam penelitian ini bahan tambang Galian C. Lokasi 
penelitian Pubara juga berbeda dengan lokasi penelitian ini. Penelitian Pubara 
dilakukan di Polres Way Kanan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Polres 
Pemalang. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penelitian mengenai 
penegakan hukum tindak pidana pertambangan merupakan salah satu obyek 
penelitian yang menjadi perhatian mengingat terdapat berbagai permasalahan di 
dalamnya. Namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian-
penelitian yang sudah ada. Penelitian ini hendak meneliti lebih lanjut mengenai 
penegakan hukum di bidang pertambangan berdasarkan referensi penelitian-
penelitian sebelumnya namun mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. 
 
G. Sistematika Penulisam 
Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan menguraikan masalah, 
yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam 
bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap 
permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. 
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Bab I     Pendahuluan 
Mengenai bab ini, merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain 
latar belakang, perumusan masalah, tujuan pnelitian, manfaat penelitian, 
kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II    Tinjauan Pustaka 
Bab ini menyajikan studi tentang penegakan hukum pidana meliputi 
pengertian hukum pidana, fungsi hukum pidana,  penegakan hukum 
pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana. 
Bab ini juga membahas tentang tindak pidana pertambangan terdiri dari 
pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pertambangan. 
Selanjutnya bab ini membahas tentang penyidikan meliputi pengertian 
penyidikan dan tahap-tahap penyidikan.  
Bab III        Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yang 
menguraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang 
relevan dengan permasalahan yaitu deskripsi tentang  penegakan hukum 
terhadap tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di 
wilayah hukum Polres Pemalang dan problematika  penegakan hukum 
terhadap  tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di 
wilayah hukum Polres Pemalang dan bagaimana cara mengatasinya 
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BAB  IV   Penutup 
Bab  ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang 
merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil 
penelitian, selain itu dalam bab ini berisi saran yang diharapkan berguna 
bagi pihak terkait. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Penegakan Hukum Pidana 
1. Pengertian Hukum Pidana 
Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, 
yaitu disebut dengan ius poenale dan ius puniend. Ius poenale merupakan 
pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian 
menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu 
perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang 
berupa pidana."32 Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana 
objektif sebagai “Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan 
(verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada 
pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian 
juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.33 
Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan 
hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan 
pidana dan apa macam pidananya yang bersesuainya.34 
Menurut Moeljatno, sebagai bahan perbandingan perlu kiranya 
dikemukakan pandangan pakar hukum pidana Indonesia tentang apa yang 
                                                 
32 Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, 
USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 2 
33 S.R. Sianturi, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, 
Jakarta,  hlm. 13, dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa,  2016, Hukum PIdana, Pustaka Pena Press, Makasar, 
hlm. 2 
34 Ibid, hlm. 2. 
 
35 
 
 
dimaksud dengan hukum pidana (objektif). Moeljatno memberikan makna 
hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di 
suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :35 a. 
Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 
bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. b. Menentukan kapan dan 
dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu 
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan c. 
Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 
Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan 
seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak 
pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika 
terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana 
materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran 
terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya 
hokum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum 
pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum 
pidana materil (tindak pidana).36 
                                                 
35 Moeljatno dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa,  2016, Hukum PIdana, Pustaka Pena Press, Makasar, 
hlm. 3. 
36 Andi Sofyan dan Nur Azisa,  2016, Hukum PIdana, Pustaka Pena Press, Makasar, hlm. 3. 
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Sementara itu ius puniendi, atau pengertian hukum pidana subjektif 
menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :37 a. Pengertian luas, yaitu 
hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan 
atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. b. Pengertian 
sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, 
menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan 
tindak pidana 
 
2. Fungsi Hukum Pidana 
Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur 
hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 
Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi 
kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan 
demikian hukum pidana itu menanggulangi perbuatan jahat yang 
hendakmerusak kepentingan hukum seseorang, masyarakat, atau Negara.38 
Pidana berarti nestapa atau penderitaan. 
Jadi,  hukum  pidana  merupakan  hukum  yang memberikan sanksi berupa 
penderitaan atau kenestapaan bagi orang yang melanggarnya, karena sifat 
sanksinya yang memberikan penderitaan inilah hukum pidana harus dianggap 
sebagai hukum remidium atau obat yang terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya 
hukum laintidak mampu menanggulangi perbuatan yang merugikan. Dalam 
                                                 
37 Sudarto dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa,  2016, Hukum PIdana, Pustaka Pena Press, Makasar, 
hlm. 4. 
38 Sudarto, dalam Ahmad Bahiej,  2016, Hukum Pidana, Bahan Ajar, Fakultas Syariah, UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 7 
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pengenaan sanksi hukum pidana terdapat hal yang tragis sehingga hukum 
pidanadikatakan sebagai pedang bermata dua, maksudnya, satu sisi hukum 
pidana melindungi kepentingan hukum korban namun dalam sisi yang lain, 
pelaksanaannya justru melakukan penderitaan terhadap kepentingan 
hukum pelaku.39 
 
3. Penegakan Hukum 
Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement. 
Menurut Black law dictionary karangan Henry Campbell Black  diartikan the 
act of putting something such as a law into effect, the execution of a 
law.Sedangkan penegak hukum (law enforcement officer) artinya adalah those 
whose duty it is to preserve the peace.40 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mengartikan penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum 
adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan 
jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan 
lembaga pemasyarakatan.41 
Sudarto, memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan 
penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-
sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang 
mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).42 Menurut Raharjo bahwa 
                                                 
39 Ahmad Bahiej,  2016, Hukum Pidana, Bahan Ajar, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, hlm. 8 
40 M Husein Maruapey, 2017, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisys Kritis 
Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ), Jurnal Ilmu Politik dan 
Komunikasi, Volume VII No 1, Juni 2017, Administrasi Publik, UNPAD, Bandung, hlm.  23 
41 Ibid, hlm. 23-24. 
42 Ibid, hlm. 24. 
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penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum untuk 
menjadi kenyataan yang dimaksud dengan keinginan hukum disini tidak lain 
merupakan pemikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan 
dalam peraturan hukum tersebut. Terdapat dua unsur dalam penegakan hukum 
yaitu unsur manusia dan lingkungan sosial.43 
Lebih lanjut Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum 
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, 
kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan 
ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan 
hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan 
hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai 
kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.44  
Dalam penegakan hukum terdapat tiga nilai pokok yang terkandung 
dalam hukum sebagaimana yang telah diuraikan Gustav Radbruch yang 
dikutib Raharjo yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan, dan nilai 
kemanfaatan. Namun antara ketiga nilai tersebut terdapat adanya saling tarik 
menarik dan ketegangan satu sama lain. Oleh karena untuk mewujudkan 
ketiga nilai tersebut secara bersama – sama sangatlah tidak mungkin. Namun 
hal tersebut tidak perlu dijalankan selama masyarakat telah menerima 
keadilan sebagaimana yang telah dicapai hukum tersebut. Dalam penegakan 
hukum apabila telah tercapai sebuah nilai keadilan bagi semua pihak maka 
                                                 
43 Suprojo, 2016, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial ( PSK 
) Di Kabupaten Demak, Skripsi, UNNES, Semarang, hlm. 11 
44 Ibid, hlm. 11. 
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penegakan hukum tersebut dikatakan sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu 
memberikan rasa keadilan.45 
 
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 
Menurut Soerjono Soekanto, bahwa secara konsepsional, inti dari 
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 
yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah 
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-
mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.46 
Menurut Iskandar Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat 
luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung 
terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan 
hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement,juga meliputi peace 
maintenance. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan 
hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara 
dan pemasyarakatan atau penjara.47 
 
                                                 
45 Ibid, hlm. 12. 
46 M Husein Maruapey, Op Cit, hlm. 24 
47 Iskandar dalam M Husein Maruapey, 2017, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara 
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ), Jurnal Ilmu 
Politik dan Komunikasi, Volume VII No 1, Juni 2017, Administrasi Publik, UNPAD, Bandung, hlm. 24 
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Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka 
penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana 
(criminal law application). Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 
dimensi, yaitu : 1) Penerapan hukum dipandang sebagi sistem normatif 
(normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang 
menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana; 2) 
Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative 
system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum 
yang merupakan sub-sistem peradilan di atas; 3) Penerapan hukum pidana 
merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam 
mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif 
pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai 
dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum 
pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, 
praktek administratif dan pelaku sosial.48 
Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum yaitu:49 
a. Faktor hukum yaitu meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum 
maupun menerapkan hukum; 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
                                                 
48 M Husein Maruapey, Op Cit, hlm. 24-25. 
49 Abdul Salam Siku 2016,  Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan 
Pidana, Indonesia Prime, Jakarta, hlm.  44 
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d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan; 
e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 
B. Tindak Pidana Pertambangan 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda 
yaitu “strafbaar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata 
“strafbaar feit” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” 
tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu 
penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan 
“strafbaar feit”.50  
Lamintang dalam bukunya yang berjudul  Dasar-Dasar Hukum Pidana 
Indonesia, diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, tahun 1997, 
menyatakan bahwa  perkataan “feit” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti 
“sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, 
sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan 
“strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh 
karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya 
                                                 
50 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op Cit, hlm. 96 
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adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun 
tindakan.51 
Selain istilah “strafbaar feit” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah 
lain yaitu “delict” yang berasal dari bahasa Latin “delictum” dan dalam bahasa 
Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan 
istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum 
pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.52 
Seperti dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan 
alasanalasan sebagai berikut:53 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, 
oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-
undangan pidana memakai istilah tindak pidana. 2) Semua instansi penegak 
hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah 
tindak pidana. 3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan 
memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu 
membatasi dan menjebatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak 
pidana. 
Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan 
                                                 
51 Ibid, hlm. 96 
52 Ibid, hlm. 96. 
53 Ibid, hlm. 97. 
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ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakukan manusia hanya dalam 
arti positif dan tidak termasuk kelakukan pasif ataupun negatif, padahal arti 
kata “feit” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau 
negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan 
yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan 
atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang 
disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan 
perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk 
perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan 
kewajiban hokumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).54 
Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan 
mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “strafbaar feit”, maka 
timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya 
maksud dari kata “strafbaar feit”.55 Simons, merumuskan Strafbaar feit 
adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, 
yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.56 
Berbeda yang sebutkan oleh Pompe sebagaimana dimaksud dikutip 
Lamintang, menurut Pompe perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (ganggungan terhadap tertib 
                                                 
54 Ibid, hlm. 97. 
55 Ibid, hlm. 97 
56 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama, RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm.72 
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hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum”57 
Menurut Pompe strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran norma yang 
tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan 
tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan 
sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan 
sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah 
melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 
lima belas tahun”. Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. 
Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan 
matinya orang. 58 
Moeljatno sebagaimana dikutip S.R. Sianturi dalam bukunya berjudul 
Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesiaberpendapat bahwa, 
setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”, 
beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan 
perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan 
                                                 
57 Lamintang, dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa,  2016, Hukum PIdana, Pustaka Pena Press, 
Makasar, hlm.98. 
58 Andi Sofyan dan Nur Azisa,  2016, Hukum PIdana, Pustaka Pena Press, Makasar, hlm.98. 
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yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat 
yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.59 
 
2. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak 
pidana, yang sebagaian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan 
dan hanya 1 (satu) yang ditujukan 
untuk  pejabat  penerbit  izin  di  bidang  pertambangan.  Tindak pidana di  bi
dang pertambangan tersebut yakni: 
1) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara) 
2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara jo. Pasal 263 KUHP).3. 
3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara). 
4) Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 
tidakmelakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) Undang-
                                                 
59 S.R. Sianturi, dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa,  2016, Hukum PIdana, Pustaka Pena Press, 
Makasar, hlm.98. 
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Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara) 
5) Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). 
6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara). 
7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang 
pejabat pemberiizin usaha pertambangan (Pasal 165 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). 
8) Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) 
Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada 
terdakwasifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif 
(terdakwa dihukum dengan2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaaitu pidana 
penjara dan pidana denda) sedangkanyang bersifat alternatif (hakim wajib 
memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana 
kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana 
yangdelik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan 
terhadap pelakunyaterdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. 
Pada hukuman yang bersifatkumulatif terdapat pada delik kejahataan yaitu 
Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang 
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bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan 
Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan 
Batubara. 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara mengatur tindak pidana pertambangan pada Pasal 158 sampai 
dengan Pasal 164. Dari pasal-pasal ketentuan pidana tersebut dapat 
digolongkan ke dalam jenis-jenis tindak pidana pertambangan. Jenis-jenis 
tindak pidana pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Pertambangan tersebut meliputi tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha 
pertambangan dan pejabat penerbit izin usaha pertambangan. Adapun jenis-
jenis tindak pidana Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  yaitu sebagai berikut:  
a. Tindak pidana penambangan tanpa izin (Pasal 158). 
Salah satu pokok pikiran dalam Undang-Undang Nomor  4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu Pemerintah 
memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum 
Indonesia, koperasi, perseorangan, mallpun masyarakat setempat untuk 
melakukan pengusahaan mineral dari batubara berdasarkan izin, yang 
sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 
48 
 
 
Berdasarkan pokok pikiran tersebut maka setiap usaha pertambangan 
harus mendapatkan ijin dari pemerintah. 
Usaha pertambangan tanpa ijin dikategorikan sebagai tindak pidana 
dan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam 
Pasal 158 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa  setiap orang yang 
melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), 
Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
1.0 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159). 
Setiap usaha pertambangan harus dilaporkan dengan benar dan jujur 
sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Pelaporan palsu terhadap kegiatan 
usaha pertambangan dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 159 
yang menyatakan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin 
Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus 
(IUPK) yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana 
dirnaksud dalani Pasal 43 ayat (I), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (I), Pasal 
105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau 
menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun clan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah).  
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Pasal 43 (1) menyatakan bahwa dalam ha1 kegiatan eksplorasi dan 
kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Ektsplorasi yang mendapatkan 
mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. 
Pada Pasal 70 huruf e menyatakan bahwa pemegang IPR wajib  
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat 
secara berkala kepada pemberi IPR. Pasal 81 (1) menyebutkan bahwa 
dalam ha1 kegiatan eksplorasi dan keglatan studi kelayakan, pemegang 
IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau hatubara yang 
tergali wajib melaporkan kepada Menteri. Pasal 105 ayat (4) menyatakan 
Badan usaha wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral 
dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuaj dengan Irewenangannya. Selanjutnya Pasal 110  
berbunyi pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang 
diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Adapun 
Pasal 111 (1) menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib 
memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan 
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1)). 
Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak diatur dalam Pasal 
160 ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan 
eksplorasi tanpa rremiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) 
d. Tindak pidana pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak 
melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2)) 
Pasal 160 ayat (2) mengatur tindak pidana pemegang Izin Usaha 
Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi yang 
berbunyi  Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan 
kegiatan operasi produksi dipjdana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lirria) tahun dam denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 
e. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161). 
Pasal 161 myb bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi 
Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, 
melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral 
dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat 
(2), Pasal 48, Pasal 67 aya t (l), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 
103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Ketentuan Pasal 161 tersebut mengatur larangan bagi pemegang IUP 
Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi untuk menampung, 
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memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, 
penjualan mineral dan batubara illegal atau tanpa izin. Kegiatan 
menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan, penjualan mineral dan batubara illegal atau tanpa izin oleh  
pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi sehingga  
seolah-olah mejadi barang tambang legal dikategorikan sebagai pencucian 
barang tambang. 
f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162). 
Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan ditentukan 
oleh Pasal 162 yang menyatakan bahwa setiap orang yang merintangi atau 
mengganggu kegjatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK 
yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan palirig lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
g. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha 
pertambangan (Pasal 165). 
IUP, IPR atau IUPK dikeluarkan oleh pejabat pemberi izin yang 
diberi kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 
165 mengatur tindak pidana penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi 
izin usaha pertambangan yaitu menyatakan bahwa setiap orang yang 
rnengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-
Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana 
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paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
h. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1)) 
Tindak pidana pertambangan selain dilakukan oleh subyek hukum 
orang juga dilakukan oleh subyek hukum badan hukum. Hal ini 
sebagaimana ditentukan Pasal 163 (1) yaitu dalam ha1 tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, 
selain pjdana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan 
pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum 
pidana denda yang dijatuhkan. 
 
C. Penyidikan 
1. Pengertian Penyidikan 
Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan diartikan sebagai  
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
Sedangkan menurut de Pinto, sebagaimana dikutip R Tresna dalam 
bukunya yang berjudul Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad, 
mengastakan penyidikan adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat– pejabat 
yang untuk itu ditunjuk oleh undang–undang segera setelah mereka denga 
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jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu 
pelanggaran hukum.60 
Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penyidikan 
adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan akhirnya dengan bukti 
yang ada dapat dipergunakan untuk mencari perbuatan pidana apa yang terjadi 
dan siapa pelakunya 
Bagaimana caranya penyidik atau tindakan apa yang dapat dilakukan 
sehingga tujuan penyidikan tersebut dapat terselesaikan, maka untuk 
keperluan penyidikan dikenal adanya ilmu kriminalistik (Penyidikan 
kejahatan) yang dapat membantu penyidik dalam usaha mencari bukti serta 
akhirnya menemukan tersangka (pelaku) kejahatan.61 
Menurut Ansori dalam ilmu kriminalistik terdapat suatu system atau 
petunjuk yang telah umum dipakai dalam penyidikan perkara adalah system 
“7-kah” yaitu berusaha mencari jawaban atas 7 macam pertanyaan seperti: a. 
Apakah yg terjadi b. Dimanakah perbuatan itu dilakukan c. Bilamana 
perbuatan itu dilakukan d. Dengan apa perbuatan itu dilakukan e. Bagaimana 
perbuatan itu dilakukan f. Mengapa perbuatan itu dilakukan g. Siapakah yang 
melakukan.62 Dari keseluruhan pertanyaan tersebut dalam praktek tidak 
semuanya terjawab, namun kejahatan tetap dapat dibuat terang dan yang 
                                                 
60 I Ketut Sudjana, 2016, Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana, Bahan Ajar, Fakultas 
Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 37 
61 Ibid, hlm. 37-38 
62 Ansori dalam  I Ketut Sudjana, 2016, Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana, Bahan 
Ajar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 38 
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terpenting harus mendapat jawaban adalah pertanyaan mengenai peristiwa 
apakah yang terjadi, dan siapakah yang melakukannya. 
Kembali pada pengertian sebagai rangkaian tindakan penyidik yang 
ditujukan untuk mendapatkan jawaban atas ketujuh pertanyaan diatas , 
bertujuan mendapatkan bukti, dengan bukti ini membuat terangnya suatu 
tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam hukum acara pidana, 
bukti dapat dibedakan menjadi: a. Bukti dalam arti alat bukti; b. Bukti dalam 
arti barang bukti; Barang bukti yakni benda – benda ; a. benda/ tagihan 
tersangka yang diduga sebaia hasil kejahatan; b. benda yang dipergunakan 
secara langsung/ tidak langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya. c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi 
penyidikan ; d. benda yang khusus dibuat untukmelakukan perbuatan; e. benda 
lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakannya.63 
 
2. Tahap-Tahap Penyidikan 
Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan 
penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah 
adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan 
cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat 
bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau 
peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak 
pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan 
                                                 
63 I Ketut Sudjana, Op Cit, hlm. 38. 
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unsur dalam tindak pidana telah siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya 
dalam peradilan pidana.64  
Mengenai tahap-tahap penyidikan, KUHAP tidak memberikan 
pengaturan yang konkrit mengenai tata urut penyidikan. KUHAP hanya 
menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 
mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan 
menemukan tersangkanya. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 
tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 15 menyebutkan bahwa 
tahap-tahap penyidikan diawali dari penyelidikan, pengiriman Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, 
gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke 
penuntut umum. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian 
penyidikan.65 
 Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, 
sebagai berikut : 
a.     Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang 
dugaan telah terjadinya tindak pidana atau berdasarkan Laporan Hasil 
Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh penyelidik tentang dugaan telah 
terjadinya tindak pidana, kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dengan 
mengeluarkan surat perintah penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 
                                                 
64 Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 116 
65 Tolib Efendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di 
Indonesia,  Setara Press, Malang, hlm 69 
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106 KUHAP yaitu penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau 
pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga 
merupakan tindak pidana wajib sebera melakukan tindakan penyidikan 
yang diperlukan. 
Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dala 
Pasal 109  ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah melakukan 
penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik 
memberitahukan kepada penuntut umum. Mengenai pengertian telah 
melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut 
sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa 
pemanggilan pro justisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, 
penyitaan dan sebagainya.66  
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berisi tentang 
dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, 
waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan 
dan uraian singkat tindak pidana, identitas tersangka jika sudah diketahui, 
dana identitas pejabat yang mengeluarkan SPDP. Adapun tujuan dari 
SPDP adalah bagian dari pengawasan antara lembaga dalam sistem 
peradilan pidana dalam hal ini adalah bentuk koordinasi dan pengawasan 
                                                 
66 Yahya Harahap, M, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan 
Penuntutan, JSinar Grafika, Jakarta, hlm 131 
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antara penyidik kepada penuntut umum yang nantinya akan menerima dan 
melanjutkan berkas perkara hasil penyidikan.67       
b.     Upaya Paksa 
Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai kebebasan dan 
kemerdekaan pribadi termasuk harta benda yang dimiliki yang dilindungi 
oleh hukum, namun kebebasan dan kemerdekaan tersebut dapat dibatasi 
bahkan dan dapat hilang akibat perbuatan orang itu sendiri. Pembatasan 
terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang hanya dapat dibenarkan 
sepanjang menurut aturan hukum. Berkaitan dengan itu,  KUHAP telah 
menentukan adanya beberapa tindakan yang dapat dilakukan sehubungan 
dengan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.68  
Secara eksplisit, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai 
istilah upaya paksa, namun memberikan pengaturan berkaitan dengan 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membatasi 
kemerdekaan atau kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak 
pidana. Menurut terminologi hukum pidana, upaya paksa 
atau dwangmiddelen adalah tindakan penyidik yang dapat berupa 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan 
surat-surat untuk kepentingan penyidikan.69  
Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan 
oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atua 
                                                 
67 Tholib Efendi, op, cit, hlm. 69. 
68 Rusli Muhammad, 2010, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti,  Bandung, hlm 
25 
69 Toto Efendi, Op Cit, hlm. 86. 
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untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan 
pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang 
diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan 
bahan-bahan pembuktian.70  
Secara umum, upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik 
dalam proses penyidikan, sebagai berikut: 
1)     Pemanggilan 
Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh 
penyidik kepada seseorang saksi, ahli maupun tersangka, karena 
kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk 
kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana 
yang terjadi. Pemanggilan merupakan tindakan hukum yang 
mempuyai kekuatan memaksa, dan berakibat hukum dan 
menimbulkan implikasi yang dapat dilihat dari status orang yang 
dipanggil yaitu sebagai saksi maupun tersangka.71  
Pemanggilan diatur dalam Pasal 112 KUHAP yaitu : 
(1)  Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan 
alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil 
tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan 
surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang 
                                                 
70 Rusli Muhamad, Op Cit, hlm. 65. 
71 Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm 141 
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waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang 
itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. 
(2)  Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia 
tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah 
kepada petugas untuk membawa kepadanya. 
Pemenuhan atas panggilan penyidik untuk memberikan 
keterangan adalah suatu kewajiban hukum (legal obligation), oleh 
karena itu, apabila seseorang tidak datang setelah surat pemanggilan 
yang kedua, maka penyidik dapat membawa secara paksa. Pasal 113 
KUHAP menyatakan bahwa bagi seseorang yang tidak dapat datang 
dengan memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat 
datang menghadap penyidik, maka penyidik yang akan datang ke 
tempat kediamannya. Sedangkan bagi tersangka yang tidak datang 
karena tidak diketahui keberadannya oleh penyidik, maka identitas 
orang tersebut dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan 
dibuatkan surat pencarian orang. 72  
2)    Penangkapan 
Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu Penangkapan adala suatu tindakan 
penyidik berupa pengekangan sementara  waktu kebebasan tersangka 
atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
                                                 
72 Toto Efendi, Op Cit, hlm. 87. 
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penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan 
penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik, dan untuk 
kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang 
melakukan penangkapan. Selanjutnya dalam Pasal 17 KUHAP 
menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap 
seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup. Adapun bukti permulaan yang cukup 
adalah berupa laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang 
sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah 
melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukannya 
penangkapan. 73  
Lebih lanjut dalam Pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa: 
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas 
kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan 
kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 
penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 
dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. 
(2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat 
perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera 
                                                 
73 Ibid, hlm. 88-89. 
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menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada 
penyidik atau penyidik pembantu terdekat. 
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus diberikan kepda keluarganya segera setelah 
penangkapan. 
Berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) KUHAP di atas, kata segera 
tidak dijelaskan secara pasti berapa lama untuk minimal dan 
maksimal waktunya, maka secara hukum yang intelektual, harus 
diartikan secepat-cepatnya agar dapat diketahui oleh keluarga 
tersangka yang ditangkap sehingga menghindari tuntutan secara 
hukum dari keluarga tersangka.74  
Mengenai jangka waktu penangkapan diatur dalam Pasal 19 
ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penangkapan dilakukan 
untuk paling lama satu hari. Adapun maksud bahwa masa 
penangkapan adalah satu hari adalah agar setelah diadakan 
penangkapan terhadap tersangka, penyidik dapat segera 
memeriksanya, dan dalam satu hari telah dapat diperoleh hasilnya, 
untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan 
dengan penahanan atau tidak.75    
Berkaitan dengan jangka waktu penangkapan, dalam hal 
penangkapan yang dilakukan ditempat-tempat atau daerah yang 
                                                 
74 Hartono, Op Cit, hlm. 89. 
75 Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm 115 
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terpencil dan sulit transportasi yang tidak memungkinkan 
penyelesaian penangkapan dalam waktu satu hari untuk 
menghadapkan tersangka kepada penyidik, pedoman pelaksanaan 
KUHAP memberikan jalan sebagai berikut :76  
(1) Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh 
penyidik, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang 
terdekat. 
(2) Bila penangkapan dilakukan oleh penyelidik, pejabat penyidik 
mengeluarkan surat perintah kepada penyelidik untuk membawa 
dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik. 
3)   Penahanan 
Pengertian penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 
21 KUHAP yaitu   Penahanan adalah penempatan tersangka atau 
terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau 
hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini. 
Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan 
kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia 
yang harus dihormati, namun demi kepentingan ketertiban umum 
yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari 
perbuatan jahat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, oleh 
karena itu penahanan dilakukan jika perlu sekali.77  
                                                 
76 Rusli Muhamad, Op Cit, 115. 
77 Andi Hamzah, 2014,  Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 129 
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4)  Penggeledahan 
Penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang 
merupakan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. 
Pengertian penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah diatur 
dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yaitu penggeledahan rumah adalah 
tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat 
tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau 
penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini.   Sedangkan penggeledahan badan 
diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yaitu penggeledahan badan 
adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan 
atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada 
pada badannya atau dibawa serta untuk disita. 
Tindakan untuk memasuki rumah atau tempat kediaman atau 
menggeledah orang dalam rangka menyidik suatu tindak pidana 
menurut hukum acara pidana harus dibatasi dan diatur secara cermat, 
di mana menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu 
usaha untuk mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah 
maupun tidaknya seseorang. Dalam melakukan penggeledahan, 
penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan 
yang berlaku, agar terhindar dari pelanggaran terhadap kebebasan 
orang dalam hal terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman 
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orang yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi 
oleh undang-undang.78  
 
 
5)  Penyitaan 
Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 
angka 16 KUHAP yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan 
penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau 
tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
penuntutan dan peradilan. 
Dengan kata lain, bahwa penyitaan adalah mengambil barang-
barang dari tangan seseorang yang memegang atau menguasai barang 
itu, kemudian menyerahkannya kepada pejabat yang memerlukan 
untuk keperluan pemeriksaan atau pembuktian perkara di sidang 
pengadilan, dan barang tersebut ditahan untuk sementara waktu 
sampai ada keputusan pengadilan tentang status barang tersebut, 
artinya mengenai siapa yang berhak menerima/memiliki barang 
tersebut.79  
Lebih lanjut, Pasal 38 KUHAP memberikan pengaturan bahwa 
penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin 
                                                 
78 Ibid, hlm. 141-142 
79 C. Djisman Samosir, 2013, Segenggam tentang Hukum Acara Pidana,  Nuansa Aulia, Bandung, 
hlm 76 
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ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu 
dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak 
mungkin untuk mendapat izin terlebih dahulu. Penyitaan hanya atas 
benda bergerak, dan setelah melakukan penyitaan, penyidik wajib 
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan 
persetujuannya. 
6) Pemeriksaan Surat 
Mengenai pemeriksaan surat berkaitan dengan pencarian 
alat bukti surat yang akan digunakan dalam pembuktian. 
Pemeriksaan surat diatur dalam Pasal 47 KUHAP yaitu : 
(1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat 
yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan 
atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda 
tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan 
dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin 
khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan 
negeri. 
(2) Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada 
kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau 
perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk 
menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud, dan untuk itu 
harus diberikan surat tanda penerimaan. 
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(3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 2 pasal ini, 
dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dan proses 
peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut. 
Lebih lanjut dalam Pasal 48 KUHAP mengatur bahwa jika 
dalam surat yang telah dibuka dan diperiksa mempunyai 
hubungan dengan perkara yang diperiksa, maka surat tersebut 
dilampirkan pada berkas perkara, apabila tidak maka surat 
tersebut ditutup dengan rapih dan diserahkan kembali dengan 
dibubuhi tanda tangan, tanggal, tanda tangan penyidik serta cap 
yang berbunyi bahwa surat tersebut telah dibuka oleh penyidik, di 
mana penyidik wajib merahasiakan isi surat tersebut. 
c. Pemeriksaan 
Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan terhadap 
tersangka, saksi dan kepada ahli jika dibutuhkan berkaitan dengan 
dugaan terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan kepada tersangka, 
saksi, dan ahli dilakukan dengan memanggil terlebih dahulu melalui 
surat resmi dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan, 
kecuali kepada tersangka yang sudah ditahan tidak perlu dilakukan 
pemanggilan.80  
Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik 
pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam 
berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi untuk 
                                                 
80 Ibid, hlm. 111. 
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mendapatkan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri 
berkenaan dengan tindak pidana. Pemeriksaan terhadap ahli untuk 
mendapatkan keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian 
khusus, dan keterangan terhadap terdakwa untuk mendapatkan 
keterangan dari tersangka berkaitan dengan dugaan tindak pidana 
yang dipersangkakan kepadanya. Dengan adanya pemeriksaan, 
dapat membuat terang suatu perkara sehingga peran seseorang dalam 
tindak pidana yang terjadi menjadi jelas. 81  
d. Gelar Perkara 
Gelar perkara tidak diatur dalam KUHAP sebagai salah satu 
rangkaian proses penyidikan, namun dalam Peraturan Kapolri 
Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana 
memberikan pengaturan tentang pelaksanaan gelar perkara dalam 
proses penyidikan yang terdiri dari dua yaitu gelar perkara biasa dan 
gelar perkara khusus. Pasal 70 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 
Tahun 2012 menyatakan bahwa gelar perkara biasa dilaksanakan 
pada tahap awal, pertengahan dan akhir proses penyidikan. Adapun 
tujuan gelar perkara pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk :82  
 1)  Menetukan status perkara pidana atau bukan; 
 2)  Merumuskan rencana penyidikan; 
 3)  Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan; 
 4)  Menentukan target waktu; dan 
                                                 
81 Tolib Efendi, Op Cit, hlm. 108. 
82 Ibid, hlm. 110 
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 5)  Penerapan teknik dan taktik penyidikan. 
 
 
e. Penyelesaian Berkas Perkara 
Setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan mencari dan 
mengumpulkan bukti antara lain dengan melakukan pemeriksaan 
terhadap saksi, ahli, dan tersangka, melakukan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan-tindakan lain 
sebagaimana diatur dalam undang-undang, selanjutnya penyidik 
menganalisa dan mengambil kesimpulan serta pendapat atas hasil 
penyidikan tersebut. Semua tindakan dalam penyidikan dituangkan 
dalam berita acara kemudian disusun dan dihimpun menjadi berkas 
perkara hasil penyidikan.83  
Berkas perkara termasuk dalam administrasi penyidikan yaitu 
penatausahaan segala kelengkapan yang disyaratkan dalam undang-
undang meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, pengarsipan atau 
dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan 
keseragaman adminitrasi baik untuk kepentingan peradilan, 
operasional maupun pengawasan penyidikan. Berkas perkara 
merupakan implementasi konkrit dari prinsip prosedural, transparan 
dan akuntabel dalam penyidikan. Prinsip prosedural berarti proses 
penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur 
                                                 
83 Ramelan, 2016,  Hukum Acara Pidana ; Teori dan Implementasi,  Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Hlm 
112. 
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dalam peraturan perundang-undangan, prinsip transparan berarti 
proses penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui 
perkembangannya oleh masyarakat, dan prinsip akuntabel berarti 
proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.84  
e.     Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum 
Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum 
diatur dalam Pasal 8 KUHAP bahwa penyidik menyerahkan berkas 
perkara ke penuntut umum dengan dua tahap, yaitu tahap pertama 
penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam 
hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas 
perkara beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 
kepada penuntut umum. 
Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 110 KUHAP di atas, bahwa 
penyerahan berkas perkara tahap pertama, penyidik secara nyata 
menyampaikan berkas perkara dan penuntut umum menerima berkas 
perkara tersebut, namun penyerahan tersebut belum dianggap bahwa 
penyidikan telah selesai, sebab berkas perkara hasil penyidikan yang 
telah diserahkan masih dikembalikan oleh penuntut umum kepada 
penyidik dengan petunjuk agar melakukan tambahan pemeriksaan 
penyidikan, sehingga penyerahan berkas perkara tahap pertama 
dikenal dengan istilah prapenuntutan.85  
                                                 
84 Tolib Efendi, Op Cit, hlm. 112 
85 Yahya Harahap, hlm. 357-358. 
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Sedangkan penyerahan berkas perkara tahap kedua, apabila 
telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan 
berkas perkara telah lengkap, atau dalam waktu empat belas hari sejak 
penerimaan berkas perkara, penuntut umum tidak mengembalikan 
berkas perkara kepada penyidik, dengan demikian tanggung jawab 
secara hukum terhadap berkas perkara, tersangka dan barang bukti 
atau benda sitaan telah berarlih dari penyidik kepada penuntut 
umum.86  
g.  Penghentian Penyidikan 
Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) 
KUHAP bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena 
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, 
maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, 
tersangka atau keluarganya. 
Penghentian penyidikan yang didasarkan pada alasan bahwa 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, adalah 
perbuatannya terbukti dilakukan, akan tetapi perbuatan tersebut 
termasuk bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran atau 
perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.87  
                                                 
86 Ibid, hlm. 359-360 
87 Ramelan, 2016, Hukum Acara Pidana ; Teori dan Implementasi,  Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm 
152-153 
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Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada 
pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak untuk menuntut dan 
hilangnya hak menjalankan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 
76, 77 dan 78 KUHP yaitu:88  
1) Nebis in idem, yaitu seseorang tidak dapat lagi dituntut oleh kedua 
kalinya atas dasar perbuatan yang sama di mana perbuatan tersebut 
telah pernah diadili dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap 
2) Tersangka meninggal dunia, bahwa prinsip pertanggung jawaban 
dalam hukum pidana terhadap kesalahan tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab 
sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat 
dialihkan kepada ahli waris. 
3) Kadaluwarsa, yaitu apabila tenggang waktu telah terpenuhi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya 
menurut hukum, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak 
boleh lagi dilakukan. 
 
 
 
 
 
                                                 
88 Yahya Harahap, Op Cit, hlm. 150. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan 
Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalang 
Kabupaten Pemalang memiliki potensi hasil tambang yang cukup melimpah dan 
dapat digunakan sebagai komoditas pertambangan yang bernilai tinggi. Di wilayah 
Kabupaten Pemalang memiliki potensi bahan tambang berupa pasir, sirtu, batu pasir, 
lempung/tanah liat, batu gamping, batu sabak, kaolin, trass, diorit, andesit, marmer 
dan oker yang terdapat di wilayah bagian utara, tengah dan selatan. Kandungan 
sumber daya alam yang paling potensial di Kabupaten Pemalang khususnya Pemalang 
bagian selatan yang terletak di lereng gunung Slamet adalah berupa tambang Diorit, 
Kaolin, Batu Gamping dan Batu Marmer yang belum mendapat perhatian serius oleh 
pemerintah daerah maupun investastor sehingga potensi pertambangan ini sama 
sekali belum memberikan kontribusi bagi daerah.  Pemalang bagian selatan paling 
banyak terdapat sumber mata air bersih yang sangat potensial untuk bahan baku air 
mineral. 
Adapun luas lahan dan deposit/kandungan masing-masing potensi hasil tambang 
yang potensial adalah: (1) Batu Gamping (Kapur); dengan Lahan ± 150 Ha, dan 
memiliki Deposit 5,6 Juta Ton (2) Kaolin; dengan Luas Lahan 462,6 Ha, dan memiliki 
Deposit 704,53 (3) Diorit; dengan Luas Tambang 30 Ha, Kandungan Tambang 
2.601,3 Juta Ton, dengan lokasi : Igir Penyawungan (Desa Kuta, Kecamatan Belik) 
28.291.041 m3, yang merupakan area lereng Gunung Mas. Kabupaten Pemalang juga 
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memiliki potensi Pasir Darat dan Pasir Laut yang memiliki potensi ekonomis tinggi 
apabila dimanfaatkan secara baik.89 
Selain itu sumberdaya mineral yang terdapat pada wilayah Kabupaten Pemalang 
terutama berupa bahan galian golongan C, yaitu jenis bahan bangunan yang meliputi 
lempung, sirtu, tras, dan batu menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat 
Pemalang. Bahan galian untuk keperluan bahan bangunan dari wilayah ini 
mempunyai potensi pasar yang cukup baik, yaitu selain untuk kebutuhan 
pembangunan di wilayah sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan di wilayah lain. 
Bagi masyarakat setempat, kegiatan penambangan yang dikelola dengan baik akan 
memberi kesempatan kerja dan penghasilan baru. Sumber daya mineral tersebut 
sebagian telah dieksplorasi/dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Pemalang. 
Berbagai jenis bahan tambang yang telah tereksplorasi dan tereksploitasi oleh 
penduduk antara lain berupa pasir, lempung, batu gamping, batu sabak dan marm. 
Berikut ini persebara bahan tambang di Kabupaten Pemalang 
Tabel 1 
Persebaran Bahan Tambang di Kabupaten Pemalang 
 
No Jenis Bahan Tambang Persebaran  
(Kecamatan) 
1 Pasir, Sirtu, Batu Pasir Pemalang, Bantarbolang, Randudongkal, 
Bodeh, Watukumpul. 
2 Lempung/Tanah Liat Bantarbolang, Randudongkal, Bodeh, 
Watukumpul, Moga dan Belik 
3 Batu Gamping Bantarbolang, Bodeh 
4 Batu Sabak Bantarbolang 
5 Kaolin/Kaolin Oker Randudongkal, Watukumpul, Moga 
6 Trass Belik, Moga, Pulosari dan Randudongkal 
7 Diorit Belik dan Watukumpul 
                                                 
89Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 
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8 Andresit (Lava Boulder dan 
Intrusi) 
Pulosari, Belik dan Moga. 
9 Marmer (Boulder, Sisipan) Belik. 
Sumber : Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2016 
 
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa wilayah Kabupaten Pemalang 
mempunyai potensi bahan galian yang cukup besar, dan terdapat kemungkinan untuk 
dieksploitasi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kelayakan 
kegiatan penambangan secara teknis, ekonomi, dan sosial daerah yang bersangkutan. 
Agar dapat diantisipasi dampak (dampak positif maupun dampak negatif), terutama 
dampak lingkungan yang ditimbulkan. 
Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain adalah terjadinya tanah longsor 
dan erosi, hilangnya derah resapan air, rusaknya bentang alam, pelumpuran sungai, 
kerusakan jalan akibat  pengangkut hasil tambang, dan mengganggu keberadaan air 
tanah. Dampak negatif terhadap lingkungan perlu segera diupayakan 
penaggulangannya, misalnya dengan melakukan reklamasi terhadap lahan bekas 
penambangan agar dapat dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan lahan bekas 
penambangan bukan tidak mungkin akan lebih bermanfaat daripada sebelum 
dilakukan penambangan. 
Kenyataannya terdapat usaha penambangan yang menyalahi ketentuan 
penambangan yang telah ditetapkan. Misalnya banyak penambangan Galian C tidak 
berijin maupun usaha penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan 
sehingga  menimbulkan konflik sosial. Salah contoh usaha penambangan yang 
menimbulkan kerusakan lingkungan yaitu eksplorasi Galian C berupa tambang pasir 
di Desa Gunungbatu, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang pada tahun 2017. 
Penambangan pasir tersebut meninbulkan konflik menyebabkan masyarakat 
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melakukan aksi pemblokiran jalan sementara yang dilatarbelakangi adanya kerusakan 
jalan yang disebabkan oleh angkutan-angkutan yang membawa muatan tambang pasir 
di sungai sebelah selatan desa. 
Berbagai permasalahan dalam penambangan Galian C di wilayah Pemalang 
menjadi tugas Polres Pemalang sebagai penegak hukum untuk melakukan penegakan 
hukum terhadap aktivitas penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang. 
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsirnya di bidang hukum pidana maka 
kewenangan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan Galian C yaitu 
instrument pidana atau penegakan hukum pidana. 
Adapun penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kegiatan 
penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pemalang dilaksanakan sebagai 
berikut: 
1. Penegakan hukum preventif 
Upaya penegakan hukum preventif merupakan upaya hukum dengan 
melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana maupun upaya non yustisial 
terhadap indikasi terjadinya tindak pidana. Adapun penegakan hukum preventif 
dilakukan sebagai berikut:90 
a. Penyuluhan kegiatan usaha penambangan 
Penyuluhan dilakukan terhadap masyarakat di lokasi-lokasi potensi 
bahan tambang Galian C agar masyarakat memperhatikan hal-hal yang 
diperlukan apabila melakukan penambangan bahan Galian C. Adapun 
                                                 
90 Wawancara dengan IPTU Wahyudi Wibowo, SH., MH., Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu 
(Tipiter) Polres Pemalang, tanggal 12 Mei 2019. 
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beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan 
penambangan antara lain:  
1) Kegiatan usaha penambangan dilakukan dengan mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, misalnya mengenai perizinannya. 
2) Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan 
air atau ' akuifer air, sehingga tidak mengganggu ke[estarian air tanah di 
daerah sekitarnya,  
3) Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak. jauh dari permukiman 
penduduk sehingga suara bising maupun debu yang timbul akibat aktifitas 
penambangan tidak akan mengganggu penduduk. 
4) Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga 
tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantltas air yang diproduksi, 
dan untuk menjaga kemungkinan hilangnya mata air. 
5) Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah aliran 
sungai bagian hulu untuk menghindari terjadinya pelumpuran sungai yang 
danrpaknya bisa sampai ke daerah hilir.  
6) Lokasi penambangan tidak terletak dikawasan lindung (hutan lindung, 
suakalam, dan suaka margasatwa). 
7) Lokasi penambangan hendaknya dekat dengan konsumen utuk 
menghindari biaya transportasi yang tinggi sehingga harga jual tidak 
menjadi mahal. 
8) Lokasi penambangan mudah dicapai sehingga tidak perlu membuat jalan 
baru untuk mencapainya. 
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9) Jumlah cadangan bahan galian cukup banyak dan mempunyai nilai 
ekonomi tinggi sehingga biaya operasional dapat kembali dan mempunyai 
nilai lebih. 
10) Lokasi penambangan tidak terletak dekat dengan bangunan infrastrutur 
penting. 
b. Upaya non yustisial 
Upaya non yustisial dilakukan melalui peringatan terhadap pelaku 
penambangan bahan Galian C yang diindikasikan melakukan pelanggaran, 
seperti ijin penambangan yang telah habis maupun terhadap usaha 
penambangan tanpa ijin. Terhadap usaha penambangan yang izin usahanya 
telah habis diberikan peringatan untuk memperpanjang izin dan menghentikan 
sementara kegiatan penambangan sampai dengan terbitnya ijin penambangan. 
Terhadap usaha penambangan tidak berijin agar mengurus perizinan dan 
menghentikan sementara kegiatan penambangan sampai dengan terbitnya ijin 
penambangan. 
Jika upaya peringatan telah diberikan namun pelaku usaha penambangan 
tidak juga memenuhi apa yang diperintahkan maka petugas Polisi melakukan 
upaya represif dengan melakukan penindakan yang dimulai dengan 
penyelidikan hingga penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana dalam 
kegiatan usaha penambangan bahan Galian C. 
c. Penanganan  konflik sosial 
Jika dilihat dari pengertian bahasa, konflik berasal dari bahasa Latin 
configere yang berarti saling memukul. Dengan kata lain dalam kondisi 
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konflik bisa terjadi tindak saling memukul. Sebagaimana pendapat yang 
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa konflik adalah suatu proses 
sosial ketika orang  perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi 
tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan 
atau kekelarasan. Akan tetapi pemahaman konflik  saat ini lebih luas daripada 
dari sekedar saling memukul. Ada pula kondisi konflik, tetapi pihak-pihak 
yang berkonflik tidak saling menyerang secara fisik.91 
Konflik juga banyak didefinisikan oleh para ahli antara lain sebagai 
berikut:92 
1) Gillin dan Gillin 
 Pengertian konflik menurut gillin dan gillin adalah bagian dari proses 
sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, 
kebudayaan, dan perilaku.  
2) Robert M. Z. Lawang 
 Pengertian konflik menurut Robert M.Z. Lawang adalah sebuah 
perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti, nilai, status, 
kekuasaan dan sebagainya.  
3)  De Moor 
                                                 
91 Janu Murdiya,  2000, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Jakarta: Grafindo Media 
Pratam, hlm.  127 
92Kesiana,  2015, Konflik: Pengertian, Penyebab, macam macam dan dampanya. 
http://www.artikelsiana.com/2015/06/konflik-pengertian-penyebab-macam-macam.html, diakses 10 Mei 
2019. 
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Pengertian konflik menurut de moor adalah konflik yang terjadi jika para 
anggotanya secara besar-besaran membiarkan diri dibimbing oleh tujuan 
(nilai) yang bertentangan.  
4) Lewis A. Coser 
Pengertian konflik menurut Lewis A. Coser adalah sebuah perjuangan 
mengenai nilai-nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, bermaksud untuk 
menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan.  
5)  Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1997) 
Pengertian konflik menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis adalah 
warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan 
akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontraversi dan 
pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan  
6) Minnery 
Pengertian konflik menurut minnery adalah interaksi antara dua atau lebih 
pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan, namun 
terpisahkan oleh perbedaan tujuan 
Di dalam rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan konflik sosial yang dalam Undang-Undang tersebut disebut konflik 
adalah: ”perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua 
kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan 
berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi 
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sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat 
pembangunan nasional.”  
Unsur-unsur yang terdapat dalam konflik setidaknya memenuhi kriteria 
sebagai berikut:93 
1) Ada dua pihak atau lebih yang terlibat;  
2) Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, dan tujuan itulah yang menjadi 
sumber konflik;  
3) Ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat 
untuk mendapatkan atau mencapai tujuan;  
4) Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka sumber-sumber konflik dapat 
berupa:  
1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;  
2) Perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar 
suku, dan antar etnis;  
4)  Sengketa batas wilayah desa, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi;  
5)  Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat 
dengan pelaku usaha; dan  
6)  Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dengan masyarakat. 
 
                                                 
93 Sukardi, 2016, Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Jurnal Hukum 
dan Pembangunan 46 No 1 (2016),  Universitas Hasabudin, Makasar, hlm. 81 
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Kegiatan usaha penambangan bahan Galian C sering menimbulkan 
konflik sosial masyarakat. Hal ini karena penambangan bahan Galian C dapat 
menimbulkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan reaksi penolakan 
masyarakat terhadap kegiatan usaha penambangan bahan Galian C. Disinilah 
awal mula terjadinya konflik sosial. 
Beberapa kegiatan usaha penambangan bahan Galian C di Pemalang 
telah menimbulkan konflik sosial, seperti penambangan pasir di Desa 
Gunungbatu, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, kegiatan usaha 
penambangan pasir di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten 
Pemalang. Konflik terjadi karena kegiatan usaha penambangan bahan Galian 
C dianggap merusak lingkungan dan tergamggunya kehidupan masyarakat 
sekitar kegiatan penambangan seperti rusaknya jalan karena dilewati truk-truk 
pengangkut pasir, rusaknya lahan sawah petani, rusaknya aliran sungai dan 
lain sebagainya. 
Penyelesaian konflik yang timbul akibat dari adanya kegiatan usaha 
penambangan bahan Galian C dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis 
Penanganan Konflik Sosial yaitu sebagai berikut:94 
1) Identifikasi Potensi Konflik Sosial 
Identifikasi potensi konflik merupakan serangkaian kegiatan yang 
dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menemukan potensi 
                                                 
94 Wawancara dengan IPTU Wahyudi Wibowo, SH., MH., Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu 
(Tipiter) Polres Pemalang, tanggal 12 Mei 2019 
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konflik yang ada melalui langkah inventarisasi, penelitian, dan penentuan 
prioritas penanganannya. 
 
 
a) Inventarisasi Potensi Konflik 
Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan, 
mendatakan, dan mengelompokkan berbagai potensi konflik. Sumber 
konflik dalam kegiatan usaha penambangan bahan Galian C di wilayah 
hukum Polres Pemalang dapat dikategorikan ke dalam sengketa 
Sumber Daya Alam (SDA) antar masyarakat dan/atau antara 
masyarakat dengan pelaku usaha, antara lain: 
(1)  Tumpang tindih kepemilikan lahan;  
(2)  Perizinan yang bermasalah;  
(3)   Pembebasan lahan yang merugikan masyarakat;  
(4)   Eksploitasi SDA tanpa izin;  
(5)   Penolakan masyarakat/adat terhadap eksplorasi/eksploitasi SDA;  
(6)   Pencemaran/perusakan lingkungan; dan  
(7) Persaingan antar perusahaan /  pemilik  modal dalam 
mengeksploitasi SDA; 
b) Penelitian/Pendalaman Potensi Konflik 
Penelitian/pendalaman potensi konflik dilakukan untuk 
mengetahui anatomi dan akar masalah potensi konflik dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
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(1) Memahami karakteristik masyarakat, 
meliputi: 
(a)   Komposisi  masyarakat  yang  ditinjau dari suku bangsa, 
pekerjaan, tempat tinggal, kebiasaan, agama, pendidikan, 
dan lain-lain; 
(b)   Adat istiadat masyarakat;  
(c) Kearifan lokal yang dapat didayagunakan dalam 
menyelesaikan konflik (pranata adat dan pranata sosial); dan  
(d)  Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh 
pemuda yang berpengaruh dan dianggap mampu 
memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik yang 
terjadi di wilayah; 
(2) Mengumpulkan data untuk memetakan potensi konflik, meliputi: 
(a) Sumber dan jenis potensi konflik; 
(b) Latar belakang dan perkembangannya;  
(c) Kelompok dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik, 
termasuk kelompok pendukung dan simpatisan; 
(d) Ormas, Parpol, organisasi kepemudaan, LSM, dan sebagainya 
yang terlibat dalam konflik;  
(e) Faktor struktural, laten, dan faktor pemicu konflik;  
(f) Cakupan konflik dan objek sengketa;  
(g) Perselisihan/perseteruan berskala kecil yang pernah muncul;  
(h) Isu atau kisaran suara yang berkembang di masyarakat;  
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(i) Hasil penelitian atau pendalaman sebelumnya terhadap lokasi 
konflik tersebut; dan  
(j) Para pihak yang terlibat (pelaku lapangan, aktor intelektual, 
pendana dan korban); 
(3) Memetakan data potensi konflik dalam bentuk matrik yang berisi: 
(a) Nomor; 
(b) Pihak yang berkonflik;  
(c) Lokasi konflik;  
(d) Penyebab atau akar masalah;  
(e) LSM/Ormas pendukung setiap pihak;  
(f) Letupan kejadian;  
(g) Jarak TKP ke Polsek/Polres dan transportasinya;  
(h) Kekuatan yang dapat dikerahkan;  
(i) Langkah-langkah yang sudah dilakukan; dan  
(j) Keterangan. 
(4)  Melakukan analisis data dan permasalahan yang muncul ke 
permukaan untuk menemukan akar permasalahannya dengan cara: 
(a) Mengelompokkan, mengaitkan, dan mencari hubungan sebab 
akibat akar masalah yang berpotensi konflik;  
(b) Mengidentifikasi akar masalah yang menimbulkan terjadinya 
potensi konflik;  
(c) Menganalisis akar permasalahan dan merumuskan alternatif 
solusi pemecahannya. 
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c) Prioritas Penanganan Potensi Konflik 
(1) Menentukan skala prioritas potensi konflik yang didasari, antara 
lain: 
(a) Jenis potensi konflik;  
(b) Sumber potensi konflik; 
(c) Jumlah pihak yang terlibat; dan  
(d) Perkiraan dampak/akibat yang ditimbulkan dari konflik apabila 
konflik terjadi secara terbuka; 
(2) Penanganan skala prioritas potensi konflik dengan cara: 
(a) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan 
potensi konflik yang sudah dipetakan untuk mencari solusi agar 
tidak berkembang menjadi konflik. 
(b) Menetapkan alternatif pemecahan potensi konflik. 
2) Pencegahan konflik sosial 
Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk mencegah terjadinya konflik melalui peningkatan kapasitas 
kelembagaan dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, 
mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam 
potensi konflik, dan membangun Sistem Peringatan Dini (SPD). 
Pencegahan konflik sosial dilakukan melalui upaya: 
a)  Memelihara kondisi damai dalam masyarakat 
(1)  Polri bersama-sama Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) dan 
elemen masyarakat mendorong setiap warga masyarakat untuk:  
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(a) Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati 
kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya;  
(b)  Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang 
lain;  
(c)  Menghargai hak, pendapat, dan kebebasan orang lain;  
(d)  Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;  
(e) Menghormati hak atas kepemilikan orang lain/badan yang 
dijamin dan dilindungi oleh undang-undang;  
(f) Mengembangkan komunikasi lintas budaya, suku, dan agama 
dalam bentuk forum atau kegiatan sosial bersama;  
(g) Mengembangkan sikap saling gotong royong dalam berbagai 
kegiatan walaupun dalam kelompok yang berbeda; dan  
(h) Menumbuh kembangkan sikap rasa kesetiakawanan sosial dan 
saling membantu terhadap sesama yang memerlukan bantuan 
dan/atau terkena musibah;  
(2)  Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif 
dalam menyelesaikan permasalahan yang berpotensi konflik 
melalui musyawarah untuk mufakat dengan tidak melanggar 
hukum.  
(a) Bhabinkamtibmas dan/atau anggota Polri agar melaksanakan 
Polmas serta mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi dan 
88 
 
 
Masyarakat (FKPM) atau nama lain dengan fungsi yang 
sama.  
(b) Memberdayakan pranata adat dan/atau pranata sosial untuk 
berperan aktif dalam menangani potensi konflik. 
(3) Memberdayakan peran media massa dan media sosial, agar 
situasi damai dalam masyarakat tetap terpelihara.  
(4) Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait untuk memberikan 
imbauan kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum dan 
tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.  
(5) Melakukan  penanganan  setiap   bentuk   pelanggaran  hukum  
agar tidak berkembang menjadi konflik, dengan cara: 
(a) Merespons dengan cepat setiap permasalahan yang 
dilaporkan melalui pelaksanaan tugas Polri: 
(b)  Penanganan terhadap kejadian yang bernuansa Suku, 
Agama, Ras dan Adat (SARA). 
b) Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai 
(a)  Mmendorong pranata adat dan/atau pranata sosial untuk 
menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat melalui 
musyawarah untuk mufakat yang hasilnya mengikat para 
pihak;  
(b) Mengedepankan Keadilan Restoratif dalam upaya penyelesaian 
perselisihan, khususnya terhadap pelanggaran hukum yang 
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ringan atau kerugiannya kecil dan/atau pelakunya anak-anak 
dan orang lanjut usia. 
(c)    Penyelesaian dengan cara penegakan hukum melalui proses 
peradilan merupakan langkah terakhir, apabila langkah 
sebagaimana tersebut angka 1 dan 2 tidak tercapai;  
(d)   Memberikan   keteladanan  kepada masyarakat bahwa anggota 
Polri tidak boleh main hakim sendiri, bersikap sewenang-
wenang dan melakukan tindak kekerasan. 
3) Meredam Potensi Konflik 
a) Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 
b) Menerapkan  tugas  pelayanan  masyarakat  dengan  prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik. 
c) Melaksanakan FGD untuk menemukan solusi permasalahan yang 
berpotensi terjadinya konflik. 
d) Proaktif dalam memediasi para pihak yang berpotensi konflik agar tidak 
berkembang menjadi konflik. 
e) Membangun kemitraan dengan berbagai komunitas dalam masyarakat 
melalui kegiatan Polmas guna mengeliminasi potensi konflik. 
f)  Menegakkan hukum secara tegas, tidak diskriminasi, dan menghormati 
HAM. 
4) Membangun Sistem Peringatan Dini (SPD) 
a)  Mengoptimalkan peran jajaran Intelkam untuk melakukan deteksi dini. 
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b)  Mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas. 
c)  Mengoptimalkan peran patroli fungsi Sabhara. 
d)  Mengoptimalkan peran Polsek sebagai basis deteksi. 
e)  Membangun komunikasi yang intensif dengan media massa dan media 
sosial dalam rangka memperluas jaringan informasi. 
f) Mewajibkan anggota Polri yang bertugas di daerah potensi konflik untuk 
membuat laporan informasi tentang berbagai permasalahan yang 
ditemukan;  
g) Mewajibkan  anggota   Polri memasukkan data potensi konflik ke dalam 
sistem informasi yang terintegrasi mulai dari tingkat Polsek sampai 
dengan Mabes Polri. 
2. Penegakan hukum represif 
Penegakan hukum represif  merupakan penegakan hukum setelah 
terjadinya pelanggaran hukum dengan melakukan tindakan tegas melalui proses 
perkara pidana. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang 
kepada Kepolisian maka penegakan hukum represif dilakukan melalui penyidikan 
tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C. Penegakan hukum represif 
dilakukan manakala penegakan hukum prefentif tidak membuahkan hasil atau 
upaya pembinaan yang dilakukan Polisi terhadap pelaku kegiatan penambangan 
Galian C yang melakukan pelanggaran mengabaikan hal-hal yang seharusnya 
dilakukan, misalnya pengurusan izin usaha pertambangan bagi kegiatan usaha 
pertambangan yang belum memiliki izin.95  
                                                 
95 Wawancara dengan IPTU Wahyudi Wibowo, SH., MH., Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu 
(Tipiter) Polres Pemalang, tanggal 12 Mei 2019 
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Penyidikan tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C. oleh 
Penyidik Polres Pemalang secara umum dilaksanakan berdasarkan KUHAP 
sebagai peraturan umum beracara pidana. KUHAP merupakan hukum acara yang 
secara umum berlaku bagi seluruh tindak pidana termasuk dalam penyidikan 
tindak pidana pertambangan. Adapun dalam praktiknya selain berpedoman pada 
KUHAP penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana dalam 
kegiatan penambangan Galian C berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan.96 
Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Managemen Penyidikan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana dilaksanakan 
secara bertahap meliputi: 
a. Penyelidikan; 
b. Pengiriman SPDP; 
c. Upaya paksa; 
d. Pemeriksaan; 
e. Gelar perkara; 
f. Penyelesaian berkas perkara; 
g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 
h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 
i. Penghentian Penyidikan. 
                                                 
96Wawancara dengan Brigadir Kepala Suseno, SH., penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) 
Polres Pemalang, tanggal 12 Mei 2019 
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Masing-masing tahap dalam penyidikan tersebut  dapat diuraikan sebagai 
berikut :97 
a. Penyelidikan. 
Penyelidikan merupakan tahap awal dilakukannya penyidikan. 
Kegiatan penyelidikan dilakukan sebagai berikut:98 
1) Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan 
Apabila Dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana. 
2) Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan 
Kegiatan penyelidikan ini merupakan bagian atau salah satu cara dalam 
melakukan penyidikan untuk mencari dan menemukan tersangkanya. 
3)   Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau 
bukan; 
4)  Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; 
dan 
5)  Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa 
Diketahuinya dugaan terjadinya tindak pidana dapat berupa tertangkap 
tangan, laporan/pengaduan dan atau diketahui sendiri oleh penyidik. 
Laporan/pengaduan mengenai terjadinya dugaan tindak pidana dalam 
kegiatan penambangan Galian C. dapat diperoleh dari berbagai sumber 
seperti dari masyarakat. 
 
                                                 
97 Wawancara dengan Brigadir Yofie Dwi L, , penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres 
Pemalang tanggal 12 Mei 2019. 
98 Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan.  
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Jika penyidik mendapat laporan/pengaduan tersebut maka 
penanganannya yaitu melakukan cek identitas pelapor bila ada dihubungi dan 
minta kesediannya untuk memaparkan apa yang dilaporkannya tersebut, 
sehingga memudahkan penilaian apakah kasus tindak pidana atau bukan. Bila 
tidak ada identitas, penyidik mengadakan penyelidikan secara tertutup dan 
mendalam terhadap materi kasusnya tidak perlu mencari siapa pelapor 
sebenarnya. 
1) Penyelidikan Tertutup, yaitu dengan cara undercover atau surveillan untuk 
mengetahui pihak-pihak mana yang pro dengan calon tersangka dan 
mana kontra. 
2) Penyelidikan Terbuka, dalam penyelidikan secara terbuka tersebut 
langkah yang harus dilakukan: 
a) Buat Surat Perintah Tugas penyelidikan guna mengumpulkan 
dokumen yang diperlukan dan menentukan siapa-siapa yang akan 
diklarifikasi. 
b) Buat undangan Klarifikasi kepada para pihak yang ada kaitannya 
dengan permasalahan. 
c) Pembuatan Laporan Polisi, di dalam pembuatan Laporan Polisi 
penyidik harus benar-benar yakin kalau masalah tersebut adalah 
merupakan tindak pidana yaitu harus dibuktikan unsur-unsurnya. 
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Adapun penyelidikan tindak pidana tindak pidana dalam kegiatan 
penambangan Galian C. dilaksanakan melalui kegiatan:99 
1)   Pengolahan TKP 
a) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, 
identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan 
selanjutnya;  
b) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; 
dan 
c) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;  
2) Pengamatan (observasi):  
a) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan 
tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan  
b) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada 
berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;  
3) Wawancara (interview):  
a) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik 
wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan  
b) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari 
jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, 
bagaimana, dan bilamana;  
4) Pembuntutan (surveillance) 
                                                 
99 Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan. 
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a) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau 
orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana; 
b) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku 
tindak pidana; dan  
5) Pelacakan (tracking) 
a) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan 
menggunakan teknologi informasi; 
b) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ 
lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan  
6) Penyamaran (undercover) 
a) Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya 
untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;  
b) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari 
kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak 
pidana; dan  
7) Penelitian dan analisis dokumen 
a) Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak 
pidana; dan  
b) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun 
anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.. 
b. Pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). 
SPDP dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. 
SPDP sekurang-kurangnya memuat: 
96 
 
 
1) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; 
2) Waktu dimulainya penyidikan; 
3) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana 
yang disidik; 
4) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan 
5) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP 
c.   Upaya paksa 
Upaya paksa meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan; dan pemeriksaan surat. 
1) Pemanggilan 
Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat 
panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan 
pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara. Surat 
panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku 
penyidik. Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan 
tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima 
sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.  
Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang 
bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:  
a) Yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan 
melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau 
kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa   surat 
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panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; 
dan  
b) Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri 
yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui 
kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan 
melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan 
pengiriman.  
Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan 
yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua. Apabila panggilan 
kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik 
menerbitkan surat perintah membawa. 
2) Penangkapan 
Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu 
terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup. Penyidik atau penyidik pembantu yang 
melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah 
penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik.  
Surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat 
tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau 
penasihat hukum setelah tersangka ditangkap. 
Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan 
oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan  atau  
surat  perintah  tugas.  Petugas  setelah  melakukan  
98 
 
 
 
penangkapan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada 
penyidik/penyidik pembantu kepolisian terdekat. Penyidik/penyidik 
pembantu setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti wajib 
membuat berita acara penerimaan/penyerahan dan berita acara 
penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan oleh penyidik/penyidik 
pembantu, penyidik/ penyidik pembantu wajib segera membuat berita 
acara penangkapan 
3) Penahanan 
Tindakan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan 
pertimbangan sebagai berikut:  
a) Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;  
b) Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya; 
c) Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan  
d) Tersangka diperkirakan mempersulit Penyidikan 
4) Penggeledahan 
Penggeledahan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap 
badan/pakaian dan rumah/tempat lainnya. Penyidik yang melakukan 
penggeledahan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan 
yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. 
Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan guna mencari 
dan menemukan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka. 
Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap wanita dilakukan oleh 
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polisi wanita atau wanita yang diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik 
pembantu 
5) Penyitaan. 
Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap 
benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang 
ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/penyidik pembantu 
yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas 
dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan 
penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan. Prosedur 
dan teknis penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Setiap benda sitaan disimpan di tempat khusus atau Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Terhadap benda/barang 
sitaan berupa uang wajib disimpan di rekening khusus penampungan 
barang bukti Polri yang terdaftar di Kementerian Keuangan. 
d. Pemeriksaan. 
Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, 
ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan 
dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan 
keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara 
pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun 
barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. 
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Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan, wajib memiliki 
kompetensi sebagai pemeriksa. 
Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu 
untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami 
sendiri. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam 
persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji 
sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara. Penyidik/penyidik 
pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang telah hadir 
memenuhi panggilan. Apabila saksi telah dipanggil 2 (dua) kali namun tidak 
memenuhi panggilan, dengan alasan yang patut atau wajar, pemeriksaan dapat 
dilakukan di tempat kediaman Saksi atau tempat lain yang tidak melanggar 
kepatutan. Pemeriksaan terhadap saksi perempuan dan anak-anak diperlakukan 
secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan 
terhadap saksi atau korban yang mendapatkan perlindungan, penyidik/penyidik 
pembantu dapat melakukan pemeriksaan di tempat khusus.  Penyidik/Penyidik 
Pembantu menuangkan keterangan yang diberikan saksi dalam berita acara 
pemeriksaan saksi. 
Pemeriksaan terhadap ahli dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu 
untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus 
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 
kepentingan Penyidikan. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, 
penyidik/penyidik pembantu terlebih dahulu melakukan penyumpahan atau 
pengucapan janji dari ahli yang akan memberikan keterangan sesuai 
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keahliannya.  Pemeriksa menuangkan keterangan yang diberikan Ahli dalam 
berita acara pemeriksaan ahli. 
Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik/penyidik 
pembantu untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tentang perbuatan 
pidana yang dilakukan. Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa 
yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan pada saat 
pemeriksaan akan dimulai. Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai 
penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk 
penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Penyidik/penyidik pembantu 
dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, 
dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam 
penegakan hukum. 
Penyidik/penyidik pembantu wajib menyiapkan penerjemah bagi tersangka 
yang tidak memahami bahasa Indonesia, dan juru bicara bagi tersangka yang 
bisu atau tuli. Apabila tersangka tidak dapat memenuhi 2 (dua) kali panggilan 
dengan alasan yang patut dan wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat 
kediaman tersangka atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan. Terhadap 
tersangka perempuan dan anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Penyidik/penyidik pembantu wajib 
menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara 
pemeriksaan tersangka, dan turunannya dapat diberikan kepada 
tersangka/penasihat hukumnya. Pada saat pemeriksaan tersangka, penasihat 
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hukum tersangka dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat 
dan mendengar pemeriksaan, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan 
terhadap keamanan negara. Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani 
berita acara pemeriksaan tersangka, dicatat dalam berita acara dengan 
menyebutkan alasannya, dan penyidik membuat berita acara penolakan 
penandatanganan. 
Untuk kepentingan pembuktian tentang persesuaian keterangan antara 
Saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, tersangka dengan tersangka, dapat 
dilakukan pemeriksaan konfrontasi. Pemeriksaan konfrontasi penyidik/penyidik 
pembantu wajib menghindarkan terjadinya konflik.  Penyidik/penyidik 
pembantu wajib membuat berita acara konfrontasi.  Untuk kepentingan 
pembuktian, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi dan 
membuat dokumentasi. Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita 
acara rekonstruksi. 
e. Gelar perkara 
Tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi: 
1) Persiapan 
a) Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik; 
b) Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan 
c) Pengiriman surat undangan gelar perkara. 
2) Pelaksanaan 
a)  Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara; 
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b) Paparan  tim  penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, 
dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan; 
c) Tanggapan para peserta gelar perkara; 
d) Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; 
e) Kesimpulan gelar perkara. 
3) Kelanjutan hasil gelar perkara / rekomendasi. 
a) Pembuatan laporan hasil gelar perkara; 
b) Penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang; 
c) Arahan dan disposisi pejabat yang berwenang; 
d) Tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan 
perkembangannya kepada atasan penyidik; dan 
e) Pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidikan. 
f. Penyelesaian berkas perkara 
Penyelesaian berkas perkara meliputi tahapan pembuatan resume 
berkas perkara; dan  pemberkasan. Pembuatan resume berkas perkara 
sekurang-kurangnya memuat:  
1) Dasar Penyidikan;  
2) Uraian singkat perkara;  
3) Uraian tentang fakta-fakta;  
4) Analisis yuridis; dan  
5) Kesimpulan.  
Sedangkan pemberkasan sebagaimana sekurang-kurangnya memuat:  
1) Sampul berkas perkara; 
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2) Daftar isi;  
3) Berita acara pendapat/resume;  
4) Laporan polisi;  
5) Berita acara setiap tindakan Penyidik/Penyidik pembantu;  
6) Administrasi Penyidikan;  
7) Daftar Saksi;  
8) Daftar Tersangka; dan  
9) Daftar barang bukti. 
Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan Penyidik 
selaku Penyidik untuk dilakukan penelitian. Penelitian meliputi persyaratan 
formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh Penyidik. Setelah 
berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan 
penyegelan 
g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum 
Penyerahan berkas perkara kepada JPU dilakukan sebagai berikut: 
1) Tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan 
2) Tahap kedua, penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti 
setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. 
Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak 
dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dianggap lengkap 
dan Penyidik/Penyidik Pembantu dapat menyerahkan Tersangka dan Barang 
Bukti (tahap II). 
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h. Penyerahan tersangka dan barang bukti. 
Penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah 
terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh 
Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima. 
Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor JPU. 
Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat 
lain, dimana barang bukti disimpan. 
i. Penghentian Penyidikan. 
Penghentian penyidikan dilakukan apabila: 
1) Tidak terdapat cukup bukti; 
2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan 
3) Demi hukum, karena: 
a) Tersangka meninggal dunia; 
b) Perkara telah kadaluarsa; 
c) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan 
d) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem). 
Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar 
perkara. Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib 
mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada 
pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya. Dalam hal 
penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan 
dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan 
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kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian 
penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan  
Untuk memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum represif terhadap 
tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum Polres 
Pemalang berikut diberikan contoh kasus berdasarkan Laporan Polisi Nomor Polisi : 
LP / A / 114 / X / 2018 / Jateng / Res Pml, tanggal 15 Oktober 2018 tentang  
penambangan Galian C tanpa ijin dan tindak pidana pencucian barang tambang 
sebagaimana dimaksud Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 39 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu diduga dilakukan oleh Hendri 
Rudiawan bin Arifin, Pemalang, tahun 1979 (umur 39 tahun), Jenis Kelamin Laki-
laki, Kewarganeraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pengusahan 
STONE CRUSHER), pandidikan terakhir SMA Lulus, Tempat tinggal sekarang 
Dusun Tanjungsari Rt 02 Rw 04 Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 
Kabupaten Pemalang, sebagai berikut: 
1. Dasar 
a. Laporan Polisi No.Pol.: LP / A / 114 / X / 2018 / Jateng / Res Pml, tanggal 15 
Oktober 2018. 
b. Surat Perintah penyidikan No. Pol. : Sprin dik / 140.a / X / 2018 / Reskrim, 
tanggal 15 Oktober 2018.  
c. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No. Pol : SPDP / 125 / X / 2018 / 
Reskrim, tanggal 20 Oktober 2018 
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2. Perkara 
Tindak pidana “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR 
atau IUPK” dan “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK 
Operasional Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan 
dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan 
pemegang IUP, IUPK, atau Izin´sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau 
Pasal 161 UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara, sesuai dengan yang dilakukan oleh (T) Hendri Rudiawan bin Arifin, 
Pemalang, tahun 1979 (umur 39 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganeraan 
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pengusahan STONE 
CRUSHER), pandidikan terakhir SMA Lulus, Tempat tinggal sekarang Dusun 
Tanjungsari Rt 02 Rw 04 Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten 
Pemalang. Dimana tersangka dengan sengaja melakukan pengolahan dan 
pemurnian batuan kali menjadi bagian terkecil atau SPLIT hingga menjadi Abu 
batu yang tidak dilengkapi dengan surat izin IUPK Pengolahan dan Pemurnian. 
Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib di Stone Crusher 
atau Pemecah Batu “Mutiara Celo” milik sdr Hendri Rudiawan bin Arifin ikut 
Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, dilakukan penindakan, 
selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke polres pemalang untuk 
dilakukan proses penyidikan lebih lanjut 
3. Analisa Yuridis 
Berdasarkan analisa kasus yang dilakukan terdapat adanya petunjuk adanya 
tindak pidana “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR 
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atau IUPK” dan “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK 
Operasional Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan 
dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan 
pemegang IUP, IUPK, atau Izin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau 
Pasal 161 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara. 
Penerapan unsur pasalnya : 
Bunyi Pasal 158 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara:  “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa 
IUP, IPR atau IUPK” Unsur ini terpenuhi karena tersangka Hendri Rudiawan bin 
Arifin dengan sengaja melakukan usaha pertambangan dengan melakukan 
pengolahan dan pemurnian batuan kali yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha 
Pertambangan 
Bunyi Pasal 161 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara: Dengan maksud “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi 
Produksi atau IUPK Operasional Produksi yang menampung, memanfaatkan, 
melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan 
batubara yang bukan pemegang IUP, IUPK, atau Izin”. Unsur ini terpenuhi karena 
tersangka Hendri Rudiawan bin Arifin dengan sengaja melakukan usaha 
pertambangan melakukan pengolahan dan pemurnian batuan kali dengan membeli 
batuan kali dari penambang rakyat yang tidak dilengkapi dengan surat Izin 
Pertambangan Rakyat dengan menampung, memanfaatkan, melakukan 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan batuan yang telah diolah 
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menjadi beberapa bagian atau ukuran : 1:2, 1:1, 0,5 hingga menjadi abu batu 
kepada  pembeli untuk mendapatkan keuntungan. 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan Analisa kasus dan Yuridis tersebut diatas serta keterangan para 
saksi dan dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka Penyidik / Penyidik 
Pembantu berpendapat bahwa Tersangka Hendri Rudiawan bin Arifin telah 
melakukan perbuatan tindak Pidana  “Setiap orang yang melakukan usaha 
penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” atau “Setiap orang atau pemegang IUP 
Operasi Produksi atau IUPK Operasional Produksi yang menampung, 
memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan 
mineral dan batubara yang bukan pemegang IUP, IUPK, atau Izin”, sebagaimana 
dimaksud dalam bunyi pasal 158 atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
5. Putusan Hakim 
Berdasarkan putusan Pengeadilan Negeri Pemalang Nomor:  26 / Pid.B / LH 
/ 2019 / PN Pml tanggal 27 Pebruari 2019  terdakwa Hendri Rudiawan bin Arifin 
pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-
tidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Desa Jraganan Kecamatan 
Bodeh Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu empat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan usaha pertambangan tanpa Izin 
Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 
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ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, 
memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan 
mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 
48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 
104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  perbuatan tersebut dilakukan 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Pada awal tahun 2017 terdakwa membuat usaha Stone Crusher (alat pemecah 
batu) diatas lahan pribadi yang terletak didesa Jraganan Kecamatan Bodeh 
Kabupaten Pemalang dengan membeli batuan dari masyarakat yang diambil dari 
sepanjang alirans ungai atau kali daerah Kesesi sampai Jatingarang, kemudian 
setelah batuan tersebut diolah menjadi batu split dijual kepada masyarakat 
dengan harga perkubik sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) 
sampai dengan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara 
mengisi batu split kedalam bak mobil-mobil pick up sesuai dengan kreteria batu 
yang dibeli, selanjutnya pembeli menuju ketempat administrasi untuk menerima 
DO dan melakukan pembayaran sesuai harga yang sudah ditentukan. 
Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Unit 
III Sat Reskrim Polres Pemalang mendapatkan informasi dari masyarakat PT. 
Mutiara Celo yang terletak di Desa Jraganan Kecamatan Bodeh Kabupaten 
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Pemalang telah melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan 
mineral tanpaijin, atas informasi tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Tim Unit III 
Sat Reskrim yang terdiri dari saksi Wahyudi, Kusnanto, Suseno, Yoefi Dwi L 
dan Endri melakukan on the spot ke lapangan, dan bertemu dengan terdakwa 
selaku pemilik Stone Crusher atau alat pemecah batu, dan ketika dilakukan 
pemeriksaan dilokasi ditemukan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi warna merah No. 
Pol G 1574 W, 2 (dua) unit Pick Up merk Suzuki Futura yang sedang 
mengangkut batu split hasil pemurnian, 1 (satu) unit Loader warna putih, 
seperangka talat Stone Crusher (pemecah batu), Nota (DO) penjualan warna 
kuning, dan uang penjualan split sebesarRp. 550.000,- (lima ratus lima puluhribu 
rupiah), kemudian tim melanjutkan pemeriksaan terkait dengan perijinan yang 
dimiliki oleh terdakwa, ternyata terdakwa didalam menjalankan usaha 
pengolahan dan pemurnian batu tersebut hanya memiliki SIUP, TDP dan Izin 
Ganguan (HO) tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 
khusus  (IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian) 
yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa 
diamankan ke Polres Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana kesatu Pasal 
158 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara atau kedua Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
Pada sidang Pengadilan Negeri Pemalang Majelis Hakim dengan 
memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi memilih langsung dakwaan 
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alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor   
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan unsur-unsur 
1. Setiap Orang; 2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau 
IUPK. Terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan 
sebagai berikut:  
a. Setiap Orang 
Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja selaku 
subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk 
mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya; Menimbang 
bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa 
Hendri Rudiawan bin Arifin yang identitasnya lengkap termuat dalam awal 
berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama 
persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya 
persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-
saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik 
dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah 
terpenuhi 
 
 
b. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK 
Perbuatan terdakwa dengan menyiapkan alat berat berupa 1 (satu) unit 
Loader, seperangkat alat Stone Crusher merek Sanbo kemudian merekrut 
saksi Taruno sebagai operator Stone Crush, saksi Asep Marjianto sebagai 
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bersih-bersih, saksi Rudiyanto Sigit bertugas mencatat penjualan split dan abu 
serta menyetorkan uang hasil penjualan penambangan pengolahan pecah batu 
dan abu kepada terdakwa, serta memberi uang makan dan membayar upah 
kepada petugas operator dan karyawan lain yang dalam melakukan 
penambangan setiap hari dimulai dari jam 08.00 wib sampai dengan 17.00 wib 
dari awal tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 sehingga terdakwa 
dalam melakukan penambangan pengolahan batu menjadi split dan abu 
terselenggara dengan teratur dan menghasilkan keuntungan terdakwa sendiri. 
Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan 
keterangan saksi Wahyudi Wibowo, dan saksi Kusnanto setelah mendapat 
informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pemeriksaan pada hari Senin, 
tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 15.00 wib bertempat di Desa Jraganan 
Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ternyata terdakwa dalam melakukan 
penambangan pengolahan batu menjadi split dan abu dengan mengunaan alat 
Stone Crush dan memperkerjakan seorang operator, seorang helper dan 
seorang bantu-bantu penjualan tersebut ternyata tidak memiliki Ijin Usaha 
Penambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha 
Penambangan Khusus (IUPK). Berdasarkan hal tersebut terdakwa telah 
melakukan usaha penambangan pengolahan batu menjadi batu split dan abu 
tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR maupun IUPK, maka oleh karena itu unsur 
“melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” telah terpenuhi. 
Berdasarkan fakta hukum dan analisis yuridis terhadap kasus tersebut 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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"Usaha Penambangan tanpa ijin Khusus” sebagaimana dimaksud Pasal 158 
Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. Sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu: 
1. Hal-hal yang memberatkan tidak ada. 
2. Hal-hal yang meringankan 
a. Terdakwa sopan di persidangan 
b. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali Perbuatanya. 
c. Terdakwa belum pernah dihukum. 
d. Bahwa terdakwa terhitung dari tanggal 14 Januari 2019 sudah memiliki 
surat ijin usaha pertambangan operasi produksi  Khusus pengolahan dan 
pemurnian  dari Provins Jawa  Tengah 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menjatuhkan putusan 
yang amarnya sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Hendri Rudiawan bin Arifin telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Usaha Penambangan 
tanpa ijin Khusus” 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 
(empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000000,-(sepuluh juta rupiah)  
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti 
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika 
dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena  
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terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan 
selama : 1 (satu) tahun 
4. Menetapkan agar barang bukti berupa: 
a. 1 (satu) unit Kbm Truk Mitsubishi warna merah No.Pol G1574-W, 1 
(satu) unit Loader warna Putih beserta 2 kunci Loader, Seperangkat alat 
Stone Crusher atau Pemecah Batu merek Sanbo, 4 (empat) buah Nota 
warna kuning penjualan (DO), 3 (tiga) buah sekop, 2 (dua) lembar Nota 
penjualan warna putih Mutiara Celo tanggal 15 Oktober 2018 
Dikembalikan kepada saksi Hendri Rudiawan bin Arifin; 
b. 1 (satu) unit KBM Pickup Suzuki futura / ST 130 warna biru Nopol : G-
1846-TG Noka :MHDESL413VJ179938 Nosin G13CID179938 beserta 
STNK atas nama KOSIM RANGGANI alamat Bandungsari Rt 004 Rw 
001 BHJ Brebes dan Kunci KBM Pickup, 1 (satu) unit KBM Pickup 
Suzuki futura / ST 150 warna biru Nopol : G-1833-PB Noka : 
MHYESL4152J115369 Nosin G15AIA115369 beserta STNK atas nama 
H. Furozi bin H. Socheh alamat Kedungwuni Rt 002 Rw 002 Kab 
Pekalongan dan Kunci KBM Pickup Dikembalikan kepada pemiliknya 
yakni sdr. Daklan dan sdr. Nurzaman;  
c. Uang penjualan split tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 550.000,-(lima 
ratus lima puluh ribu rupiah) di rampas untuk negara; 
d. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah 
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Berdasarkan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kegiatan 
penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang tersebut dapat dianalisis 
bahwa Polres Pemalang telah menerapkan asas hukum pidana sebagai ultimum 
remedium¸yaitu penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Hal ini terlihat dari 
upaya penegakan hukum preventif yang dilakukan Polres Pemalang sebelum 
melakukan upaya hukum represif atau penggunaan hukum pidana dengan melakukan 
penindakan atau proses peradilan pidana melalui kewenangan yang diberikan oleh 
undang-undang yakni kewenangan penyidikan. 
Secara universal, memang berlaku pakem yang menempatkan hukum pidana 
sebagai upaya terakhir (last resort) dalam menyelesaikan suatu masalah dalam 
kehidupan masyarakat (ultimum remedium). Beberapa teoritisi mendalilkan karena 
sifat dari pidana yang keras karena berupa penderitaan/nestapa yang dikenakan 
kepada masyarakat yang pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi 
manusia. Herbert L.Packer sebagai penganjur utama limitasi penggunaan sanksi 
pidana menyatakan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang 
utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama”dari 
kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat 
dan secara manusiawi, sementara ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara 
sembarangan dan secara paksa.100 
Sebagaimana  dinyatakan oleh Hoefnagels bahwa terdapat berbagai faktor 
yang harus dipertimbangkan untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil 
                                                 
100 Refky Saputra, Sulitnya Memidana Pelaku Kejahatan Pertambangan,  Briefing Paper 
Environmental Law, Disampaikan dalam Forum “ Ekspert Meeting : Penegakan Hukum dalamTata Kelola 
Sumber Daya Alam di Sumatera Barat  ”, yang diselenggarakan oleh LBH Padang, Hotel Rangkayo Basa, 
Padang, 27 Desember 2016.  
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Ultimum Remedium dan tidak terdapat over criminalization antara lain: 1) Jangan 
menggunakan hukum pidana dengan cara emosional; 2) Jangan menggunakan hukum 
pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya; 3) 
Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan dengan 
pemidanaan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan; 
4) jangan menggunakan hukum pidana aoabila tidak didukung oleh masyarakat secara 
kuat; 5) Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan 
tidak akan efektif; 6) Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan 
secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan; 7) Hukum pidana sebagai 
sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.101 
Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Ahmad Redi bahwa 
kebijakan criminal (Criminal Policy) tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, 
yaitu kebijakan sosial (Social Policy) yang terdiri dari kebijakan-kebijakan / upaya-
upaya untuk mensejahterakan manusia (Social welfare policy) dan kebijakan-
kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi manusia (social defence policy).102 
Berdasarkan hubungan antara social welfare policy dan social defence maka 
harus dipertimbangkan aspek di luar hukum pidana (penal) yaitu pendekatan non 
penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan pendekatan techno prevention, yaitu 
upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi, 
                                                 
101 G Peter Hoefnagels, 1963, The Other Side of Criminologi An Inversion of The Concept of Crime, 
Kluwer, Holland, hlm. 231 dalam Ahmad Redi, 2016, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral 
dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, No 3, 
Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm. 417. 
102 Barda Nawawie Arief, 2008, Masalah Kebijakan Hukum dan Penegekan Hukum, Prenada Media 
Group, Jakarta, hlm. 77 dalam Ahmad Redi, 2016, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan 
Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, No 3, Desember 
2016, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm. 417. 
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pendekatan culture/budaya yaitu dengan membangun dan membangkitkan kepekaan 
global (kerjasama internasional) dan pendekatan birokrat.103 
Untuk itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam 
kegiatan penambangan Galian C hendaknya mengutamakan segi non penal, melalui 
pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilaksanakan melalui supervise, konsultasi 
maupun fasilitasi dengan memberikan izin usaha seperti IUP atau IPR, termasuk pula 
pemberian keahlian maupun keterampilan teknik pertambangan (pendidikan dan 
pelatihan), teknik pengelolaan dan perlindungan lingkungan, bidang manajemen 
pengusahaan, bidang pemasaran, bantuan teknologi pertambangan sehingga  pelaku 
tindak pidana dalam usaha penambangan Galian C dapat terus melakukan usahanya 
akan tetapi terhadap pelanggaran hukumnya diterapkan pendekatan non penal 
sehingga  diharapkan pelanggaran dalam penambangan dapat dihentikan dan 
digantikan dengan usaha yang sah. 
 
B. Problematika  Penegakan Hukum Terhadap  Tindak Pidana Dalam Kegiatan 
Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalang dan Cara 
Mengatasinya 
1.  Problematika 
Ada beberapa hal yang menjadi problematika dalam penegakan hukum 
terhadap tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di Wilayah 
Hukum Polres Pemalang. Problematika tersebut timbul baik dari dalam institusi 
                                                 
103 Barda Nawawie Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di 
Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90 
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Polrees Pemalang sendiri maupun dari luar institusi Polres Pemalang, yaitu 
antara lain:104 
a. Keterbatasan kuantitas dan kualitas anggota penyidik Unit Tindak Pidana 
Tertentu Polres Pemalang 
Penanganan tindak pidana di bidang pertambangan Galian C di wilayah 
hukum Polres Pemalang dilakukan oleh unit khusus yaitu Unit Tindak Pidana 
Tertemtu pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pemalang. Dilihat dari 
kuantitas jumlah personil di Unit Tindak Pidana Tertemtu Polres Pemalang 
hanya berjumlah 5 (lima) orang, meliputi 1 (satu) kepala unit dan 4 (empat) 
anggota. 
Jika dilihat dari jumlah personil Unit Tindak Pidana Tertemtu Polres 
Pemalang dibandingkan dengan jumlah persebaran kegiatan penambangan 
Galian C di Kabupaten Pemalang yang tersebar di berbagai wilayah maka 
masih sangat terbatas. Sementara itu dilihat dari aspek kualitas kemampuan 
Sumber Daya Manusia (SDM) personil Unit Tindak Pidana Tertemtu Polres 
Pemalang di bidang lingkungan hidup dan pertambangan juga masih sangat 
terbatas.   
Unit Tindak Pidana Tertemtu Polres Pemalang  belum mempunyai  
personil penyidik yang mempunyai kompetensi dalam hal menangani perkara 
tindak pidana di bidang lingkungan hidup, khususnya di bidang 
pertambangan. Kondisi tersebut menyebabkan dalam penanganan tindak 
                                                 
104 Wawancara dengan Brigadir Kepala Suseno, SH., penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) 
Polres Pemalang, tanggal 12 Mei 2019 
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pidana di bidang pertambangan digunakan ahli untuk mengetahui unsur-
unsur tindak pidana pertambangan. 
b. Kesulitan dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan dan faktor ekonomi. 
Berdasarkan upaya penegakan hukum preventif yang dilakukan Unit 
Tindak Pidana Tertentu Polres Pemalang pada umumnya ditemukan pelaku 
usaha pertambangan tanpa izin atau izin usaha pertambangannya masih 
dalam proses. Sulitnya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan Izin Usaha Pertambangan menjadi alasan  para pelaku usaha 
tambang Galian C tidak mengurus Izin Usaha Pertambangan. 
Kesulitan mengurus izin usaha pertambangan semakin bertambah sejak 
beralihnya kewenangan pemberian IUP, IUPK dan IPR dari Bupati/Walikota 
kepada Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber 
daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Sehinga 
untuk tata perizinan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan 
batuan menjadi kewenanga pemerintah propinsi. Hal ini menjadi tidak 
sederhana, selain jarak yang jauh dari areal kegiatan, ditambah dengan tata 
cara proses semakin rumit. 
Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah berdampak pada dicabutnya Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2011 Pengelolaan Pertambangan 
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Mineral oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2017 
Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 
Tahun 2011 Pengelolaan Pertambangan Mineral. 
Pada penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 
2017 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 7 Tahun 2011 Pengelolaan Pertambangan Mineral  disebutkan bahwa 
dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak mempunyai kewenangan 
dalam pengelolaan pertambangan mineral maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral 
perlu ditinjau kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pencabutan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Pertambangan Mineral. 
Sejak beralihnya kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dari 
Bupati kepada Gubernur maka pengurusan izin usaha pertambangan yang 
semula dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Pemalang beralih ke Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Hal ini 
menyebabkan pengurusan  izin usaha pertambangan memerlukan jarak 
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tempuh yang jauh sehingga  memerlukan waktu pengurusan yang lebih lama 
karena pemohon izin harus bolak-balik ke Semarang karena mengurus izin 
usaha pertambangan umumnya tidak sekali jadi. Diperlukan persyaratan 
yang rumit yang harus dipenuhi oleh pemohon.  
Disamping prsedur dan persyaratan pengurusan izin usaha 
pertambangan yang rumit, waktu penerbitan izin usaha pertambangan yang 
lama menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat. Pelaku usaha 
pertambangan Galian C yang sedang mengurus perizinan seringkali tetap 
melakukan kegiatan usaha penambangan Galian C walaupun belum 
mendapatkan izin atau izin yang sedang dalam proses belum keluar. Hal ini 
karena pelaku usaha tambang Galian C tetap harus mengeluarkan biaya 
produksi selama menunggu keluarnta izin usaha pertambangan. Biaya 
produksi yang tetap harus dikeluarkan misalnya sewa alat berat, dan gaji 
karyawan. 
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Aris Kamaludin, 
pengelola usaha penambangan Galian C di Pemalang mengatakan bahwa 
untuk mengurus perizinan usaha penambangan Galian C tidak mudah. 
Disamping prosedur dan persyaratan yang rumit juga memakan waktu yang 
lama. Hal ini menyebabkan  Bapak Aris Kamaludin tetap melaksanakan 
kegiatan usaha penambangan Galian C yang dikelolanya sambil menunggu 
selesainya pengurusan izin usaha pertambangan. Bapak Aris Kamaludin 
tidak menghentikan kegiatan usahanya walaupun izin yang diurus belum 
terbit karena harus membayar sewa peralatan dan gaji karyawan sehingga  
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kegiatan produksi harus tetap dijalankan agar mendapatkan penghasilan dari 
usaha penambangan Galian C tersebut.105 
Menurut bab V Pasal 34 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, 
Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan 
Batu Bara bahwa  Izin Pertambangan dikelompokkan menjadi :  
1)  IUP eksplorasi,  
2)  IUPK eksplorasi,  
3)  IUP Operasi Produksi,  
4)  IUPK Operasi Produksi,  
5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian,  
6) IUP Operasi produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan,  
7) IUJP (Izin usaha Jasa pertambangan),  
8) IPR (Izin Pertambangan rakyat) 
Kesulitan dalam mengurus izin usaha pertambangan nampak pada 
proses dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha 
pertambangan. Rumitnya mengurus izin usaha pertambangan dapat dilihat 
dari salah satu contoh proses pembuatan Izin Usaha Pengolahan dan 
Pemurnian yang harus dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:  
1) Administrasi 
a) ITR (Informasi Tata Ruang) 
b) Profil badan usaha 
                                                 
105 Wawancara dengan Bapak Aris Kamaludin pengelola usaha penambangan Galian C di Pemalang, 
tanggal 10 Mei 2019. 
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c) Copi KTP 
d) NPWP 
e) Susunan direksi dan daftar pemegang saham Surat keterangan domisili 
f) Rencana pasokan komoditas tambang mineral yang akan diolah dan 
atau dimurnikan 
g) Copi izin prinsip pengolahan dan atau pemurnian 
 
 
2) Teknis 
a) Dokumen Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana 
penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan 
pemurnian (beserta surat persetujuan dokumenya) 
b) Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan 
atau tenaga ahli metalurgi paling sedikir 3 tahun. 
c) Dokumen studi kelayakan pengolahan dan pemurnian (beserta surat 
persetujuan dokumenya) 
d) Dokumen Rencana kerja dan anggaran biaya pengolahan dan 
pemurnian(beserta surat persetujuan dokumenya) 
e) Copi bukti kerjasama pemanfaatan lahan dengan pemilik hak atas 
tanah yang disahkan oleh pejabat berwenang (Notaris) atau bukti 
kepemilikan lahan 
3) Finansial 
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a) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan 
publik kecuali untuk perusahaan baru hanya menyampaikan laporan 
keuangan terakhir. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi 
ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan harga patokan 
penjualan mineral dan batubara. 
b) Referensi bank pemerintah atau bank swasta nasional 
4) Lingkungan 
a) Izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di 
bidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. 
b) Persetujuan dan salinan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui 
oleh instansi yang berwenang serta dokumen dan izin lingkungan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
Berdasarkan proses pembuatan Izin Usaha Pengolahan dan Pemurnian 
terlihat betapa rumitnya proses dan persyaratan untuk mendapatkan izin 
usaha pertambangan. Salah satu kerumitan tersebut antara lain 
dibutuhkannya dokumen-dokumen perizinan  lainnya seperti izin prinsip, 
izin lingkungan, memiliki tenaga ahli di bidang pertambangan maupun 
laporan keuangan. Umumnya pelaku usaha pertambangan di wilayah 
Pemalang merupakan perorangan yang mengalami kesulitan untuk 
memenuhi persyaratan tersebut. Rumitnya proses izin usaha pertambangan 
seringkali menjadi alasan masyarakat melakukan pertambangan illegal. 
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Selain masalah kesulitan perizinan faktor ekonomi juga menjadi alasan 
bagi penambang tetap melakukan penambangan Galian C walaupun belum 
diperoleh izin (masih dalam proses).  Faktor ekonomi merupakan factor 
utama usaha pertambangan Galian C. Masyarakat penambang Galian C 
umumnya melihat peluang ekonomi yang tinggi dari kondisi alam di sekitar 
tempat tinggalnya. Pengusahaan pertambangan Galian C merupakan salah 
satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat potensi tambang 
Galian C. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat juga mendorong 
masyarakat menjadi pekerja dalam kegiatan penambangan Galian C seperti 
penambangan pasir.  
Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Hasan yang menyatakan 
bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar tempat tinggalnya mencari 
penghasilan sebagai buruh penambang pasir. Termasuk dirinya 
menggantungkan hidup dari hasil menambang pasir di sekitar tenpat 
tinggalnya.106 Kebutuhan ekonomi masyarakat sebagai mata pencaharian 
pokok dalam penggalian bahan Galian C seringkali mengabaikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan seperti adanya 
keharusan izin usaha pertambangan dalam kegiatan usaha pertambangan, 
baik badan hukum, kelompok maupun perorangan. 
Dorongan ekonomi yang cukup kuat terkadang mengabaikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hal yang seringkali 
diabaikan oleh pelaku usaha tambang Galian C yaitu masalah perizinan. 
                                                 
106 Wawancara dengan Bapak Hasan  warga masyarakat sekitar tambang pasir di daerah Watukumpul 
Pemalang tanggal 10 Mei 2019 
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Kesulitan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, tanggungan keluarga seperti 
anak dan isteri menjadi alasan pelaku tambang melakukan usaha kegiatan 
pertambangan tanpa izin. 
Kesulitan pengurusan izin pertambangan dan faktor ekonomi menjadi 
permasalahan dalam penegakan hukumnya. Kesulitan pengurusan izin usaha 
pertambangan menyebabkan beberapa usaha pertambangan Galian C di 
wilayah hukum Polres Pemalang tidak berizin atau izinnya masih dalam 
proses atau masih dalam perpanjangan yang belum selesai. Di wilayah Polres 
Pemalang dijumpai usaha pertambangan yang tetap melakukan kegiatan 
usaha pertambangan walaupun belum mempunyai izin usaha pertambangan 
atau masih dalam proses pengajuan izin atau dalam proses perpanjangan izin 
karena izin usaha pertambangan yang dimiliki sudah habis masa berlakunya 
dan harus dipepanjang. Hal ini disebabkan pemilim usaha Galian C harus 
mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya gaji karyawan, sewa alat berat   dan 
biaya produksi lainnya seperti bahan bakar. Jika pemilik Galian C 
menghentikan kegiatannya karena alasan perizinan yang belum selesai maka 
pemilik usaha pertambangan Galian C akan mengalami kerugian hingga 
kebangkrutan. Kondisi demikian menyebabkan dilemma bagi pihak Polres 
Pemalang untuk melakukan penegakan hukum. Hal ini karena kegiatan usaha 
pertambangan menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi orang banyak, 
yaitu pemilik usaha pertambangan Galian C, karyawan beserta 
keluarganya.107 
                                                 
107 Wawancara dengan Brigadir Kepala Suseno, SH., penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu 
(Tipiter) Polres Pemalang, tanggal 12 Mei 2019 
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2. Cara Mengatasinya 
Untuk mengatasi problematika dalam penegakan hukum terhadap 
tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di Wilayah Hukum 
Polres Pemalang dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia penyidik dan 
koordinasi 
Tindak pidana di bidang pertambangan merupakan tindak pidana 
tertentu sehingga  penanganan tindak pidana tersebut dilakukan oleh unit 
khusus yaitu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter). Unit Tipiter 
merupakan satuan khusus untuk melaksanakan tugas Polri dalam 
penegakan hukum di bidang tindak pidana tertentu seperti tindak pidana 
di bidang pertambangan. Sedangkan pengakan hukum terhadap tindak 
pidana pada umumnya dilaksanakan oleh Satuan Reserse dan Kriminal 
yang terbagi ke dalam Unit-unit sesuai dengan bidang tindak pidana yang 
ditangani. 
Untuk mengatasi minimnya jumlah anggota Unit Tipiter Kepolisian 
Resor Pemalang saat melaksanakan kegiatan penyidikan selalu dilakukan 
koordinasi dengan Unit – Unit lain, di mana apabila dalam pelaksanaan 
kegiatan penyidikan diperlukan petugas tambahan dapat diambilkan dari 
Unit lain. 
Sebenarnya dengan mengacu pada Pasal 4 KUHAP yang 
menyatakan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara 
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Republik Indonesia, kekurangan petugas dari Unit Tipiter dalam 
pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan 
dapat ditunjuk setiap petugas Polisi, namun sesuai dengan bidang tugas 
dan tanggung jawabnya lebih diprioritaskan dari penyidik yang 
dipandang cakap dalam bidang yang akan ditangani. 
Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas penyidik melalui 
peningkatan profesionalisme penyidik  tipiter yang secara khusus 
dilakukan melalui peningkatan pengetahuan maupun pelatihan-pelatihan 
yang berkiatan dengan tindak pidana di bidang pertambangan. Selain itu 
peningkatan kualitas penyidik Polres secara umum dilakukan 
berdasarkan pada Petunjuk Lapangan Nomor Polisi : 
Juiklap/194/III/1993 tentang Peningkatan Citra Resersepol di Masyarakat 
dalam Rangka Menegakkan Wibawa Hukum antara lain:108 
1)  Oleh Kepala Kepolisian Resor. 
a) Dalam hal penempatan anggota untuk ditugaskan di bidang 
Reserse dilakukan seleksi personil yang ketat yang memenuhi 
syarat mental / fisik / kepribadian / intelektual / keterampilan untuk 
menjadi anggota Reserse; 
b) Menindak tegas dan tuntas terhadap anggota penyidik yang 
menyalahgunakan wewenang dalam penanganan kasus tindak 
pidana dan memberi sanksi administrasi bagi atasan langsung satu 
tingkat di atasnya; 
                                                 
108 Wawancara dengan IPTU Wahyudi Wibowo, SH., MH., Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu 
(Tipiter) Polres Pemalang, tanggal 12 Mei 2019. 
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c) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penerapan ketentuan 
lapis-lapis kemampuan dan kewenangan penanganan perkara 
pidana di Kesatuan Bawahan; 
d) Memberi penghargaan bagi anggota reserse / penyidik yang telah 
berprestasi dalam pelaksanaan tugas dengan memberikan pujian, 
kenaikan pangkat, promosi jabatan dan lain-lain; 
e) Meningkatkan semangat pengabdian dan menghindari bujukan 
dan godaan yang akan menjurus pada penyelewengan terhadap  
tugas dan mengembangkan keberanian untuk membela kebenaran 
dan keadilan. 
2) Oleh Kepala Satuan Fungsi Reserse. 
a) Selalu memotivasi seluruh anggota Reserse untuk berpegang teguh 
pada motto reserse “Sidik Sakti Indera Waspada” dan selalu 
bertekad melaksanakan  “Pengabdian yang terbaik”; 
b) Meningkatkan kegiatan pembinaan teknis, supervisi dan back up 
operasional pada bagian / Satuan Serse di kesatuan bawahannya 
dalam penyidikan perkara pidana; 
c) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat melalui : 
(1) Program / Rencana Kegiatan Serse; 
(2) Laporan Polisi / Laporan Hasil Lidik; 
(3) Lapju Penanganan Perkara / Kasus; 
(4) Kartu Perkara / Takah Perkara; 
Dengan menggunakan prinsip prepentif, krektif dan edukatif. 
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d) Memotivasi anggota untuk mempercepat proses penanganan setiap 
kasus terutama kasus-kasus yang telah dilakukan upaya paksa 
misalnya penangkapan, penahanan. 
b. Penerapan Diskresi Kepolisian dengan melakukan penegakan hukum 
secara bertahap mulai dari penegakan hukum preventif hingga represif 
sebagai upaya terkahir. 
Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris “discretion” yang 
menurut kamus umum yang disusun John M. Echols dan kawan-kawan 
diartikan kebijaksanaan, keluasaan. Menurut Alvina Treut Burrow, 
discretion adalah “ability to choose wisely or to judge for oneself” artinya 
kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan 
bagi diri sendiri. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh 
J.C.T. Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil 
keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya 
sendiri.109 
 
Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan 
kata Kepolisian, maka istilah menjadi Diskresi Kepolisian, yang dapat 
diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (power) untuk 
melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan 
dirinya. Sedangkan menurut tahunomas J. Aaron, dinyatakan bahwa 
“discretion is power authority conferred by law to action on the basic of 
                                                 
109 M. Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, Pradnya Paramita., Jakarta, hlm.  15. 
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judgement or conscience, and its  use more an idea of morals than law, 
yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang 
dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan 
lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum110 
Diskresi Polisi dapat diartikan sebagai wewenang pejabat Polisi 
untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal 
dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi 
untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, 
menegakkan hukum atau melindungi masyarakat), taktik (menegakkan 
Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu 
tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam 
pelaksanaan tugas.111 Dasar hukum kewenangan diskresi Kepolisian yang 
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara RI yang berbunyi ”Untuk kepentingan umum pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” 
Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai 
kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang 
diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (selective 
enforcement) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada 
                                                 
110 Ibid, hlm.  15-16. 
111 Ronny Lihawa, Diskresi Polisi,webiste, diakses 12 Juni 2019. 
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umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan 
patroli terarah (directed patrol).112 
Penindakan selektif adalah suatu bentuk diskresi administrasi 
dimana pembuat kebijakan atau pemimpin menentukan prioritas bagi 
berbagai unit / satuan bawahannya. Sebagai contoh adanya kebijakan 
untuk menindak para pengedar narkoba dan membiarkan para 
penggunaanya, membiarkan prostitusi di tempat – tempat tertentu dan 
menindak para pelacur jalanan. 
Patroli terarah adalah contoh diskresi supervisor dimana supervisor 
memerintahkan anggota-anggotanya untuk mengawasi secara ketat suatu 
wilayah tertentu atau suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh karena 
adanya laporan masyarakat seorang Inspektur Polisi memerintahkan 
petugas patroli untuk membubarkan kerumunan pemuda yang 
mengganggu ketertiban yang biasanya dibiarkan. Contoh lain adalah 
perintah untuk menilang kendaraan-kendaraan yang parkir pada tempat 
tertentu dengan alasan mengganggu kelancaran lalu lintas.113 
Contoh lain, yaitu Polisi dapat melakukan tindakan penangkapan 
atau tidak terhadap sesorang kalau ia yakin bahwa telah ada bukti-bukti 
permulaan yang cukup atau ia dapat juga tidak melakukan tindakan 
penangkapan terhadap si tersangka yang walaupun terdapat bukti-bukti 
permulaan yang cukup tentang kejahatan yang dilakukan olehnya. 
Misalnya seorang pelajar mencuri mangga orang lain, secara yuridis 
                                                 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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formal ia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi seorang polisi 
yang mengetahui tindak pidana ini tidak bertindak untuk memprosesnya, 
tetapi hanya menakuti kemudian melepaskannya, ia telah 
menyampingkan tindak pidana itu untuk diproses  tindakan Polisi itu 
justeru seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, 
apabila ia tahu kedudukannya adalah sebagai penegak hukum. Hal 
tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sunariyati Hartono 
bahwa “hukum itu bukan merupakan tujuan akan tetapi hanya merupakan 
jembatan yang akan harus membawa kita kepada ide-ide yang dicita-
citakan.114 
Menurut Satjipto Rahardjo hukum itu hanya dapat menuntut 
kehidupan bersama secara umum sebab begitu ia mengatur secara rinci, 
dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka 
pada waktu itu pula kehidupan akan macet, oleh karena itu sesungguhnya 
diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu 
sendiri.115 
Diskresi Kepolisian juga digunakan oleh Polres Pemalang dalam 
melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang 
pertambangan Galian C yang berkaitan dengan perizinan, yaitu kegiatan 
usaha pertambangan yang tidak atau belum mempunyai izin, izinnya 
masih dalam proses atau izinnya masih dalam proses perpanjangan. 
                                                 
114 Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.  107. 
115 Ibid. 
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Adapun upaya yang dilakukan dalam Penegakan hukum terhadap pelak 
pertambangan tersebut dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:116 
a. Tahap Preemtive ialah penegakan hukum melalui penegakan aturan 
dimana aturan itu harus diketahui oleh masyarakat ataupun pelaku 
usaha Galian C dengan cara sosialisasi mengenai pertambangan. 
b. Preventif (Pencegahan) dilakukan melalui upaya patroli ke daerah-
daerah atau lokasi penambangan Galian C. Terhadap kegiatan 
penambangan Galian C tanpa izin (belum mengajukan izin, izin dalam 
proses atau perpanjangan izin) dilakukan pembinaan berupa himbauan 
terhadap penambang Galian C agar mengurus izin sesuai dengan 
jangka waktu yang diberikan penyidik. 
c. Tahap Preventif Non Yustisi yaitu tindakan secara langsung dengan 
cara melakukan penyitaan terhadap alat/barang yang digunakan 
penambang Galian C. Alat/barang yang disita sementara dapat diambil 
kembali barang atau alat kegiatan penambangan dengan catatan 
penambang membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi 
melakukan penambangan Galian C illegal/tanpa izin dan bersedia 
mengurus izin usaha petambangan. 
d. Tahap Represif Yistisi yaitu upaya penindakan terhadap penambang 
Galian C yang sudah mendapat peringatan dan membuat pernyataan 
tidak mengulangi pelanggaran namun diketahui masih melakukan 
penambangan Galian C illegal maka penyidik melakukan penyitaan 
                                                 
116 Wawancara dengan IPTU Wahyudi Wibowo, SH., MH., Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu 
(Tipiter) Polres Pemalang, tanggal 12 Mei 2019 
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dan melakukan penyidikan kepada pelaku penambang Galian C tanpa 
izin untuk diproses di pengadilan 
Diskresi kepolisian terhadap pelanggaran penambangan Galian C 
tidak dilakukan secara sembarang namun dengan pertimbangan-
pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan pertimbangan tersebut 
antara lain:117 
1) Bukan laporan masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam 
masyarakat; 
2) Kegiatan usaha pertambangan masih dalam proses perizinan, yaitu 
dalam proses pengajuan yang belum turun atau dalam masa 
perpanjangan yang belum turun; 
3) Ada kemauan untuk mengurus perizinan bagi kegiatan penambangan 
tak berizin; 
4) Kegiatan usaha pertambangan tidak menimbulkan kerusakan 
lingkungan maupun konflik sosial. 
Berdasarkan upaya yang dilakukan Polres Pemalang dalam 
mengatasi kesulitan dalam perizinan dan faktor ekonomi yang 
menyebabkan terjadinya pelanggaran penambangan Galian C merupakan 
bagian dari upaya pelaksanaan penegakan hukum responsif dan progresif. 
Polres Pemalang melakukan penegakan hukum tidak semata-mata 
menegakkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk teks aturan-
                                                 
117 Wawancara dengan IPTU Wahyudi Wibowo, SH., MH., Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu 
(Tipiter) Polres Pemalang, tanggal 12 Mei 2019 
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aturan namun memperhatikan dan mengutamakan aspek-aspek sosial dan 
keadilan dalam masyarakat. 
Penegakan hukum yang responsif dapat dikatakan sebagai “conditio 
sine quanon” saat ini, jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum 
sebagai panglima yang berarti hukum berada di garis depan yang mampu 
merespon nilainilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera.118 
Philippe Nonet & Philip Selznick mengintroduksi tipelogi hukum 
responsif (responsive law) sebagai hukum negara yang mampu merespons 
dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, 
sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh 
pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam implementasi 
kebijakan pembangunan hukumnya.119 
Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum 
responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan 
setengahsetengah.Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang- 
undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules, 
                                                 
118 Muhammad Zulfadli, dkk., 2016, Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai 
Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Seminar Nasional “Pendidikan Ilmu-
Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global” Kerjasama: Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Grand 
Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016, hlm.  274 
119 Nyoman Nurjaya, 2007, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam 
Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum 
Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program 
Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 
15 Desember 2007, hlm. 18-19 
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tetapi juga ada logikalogika lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence 
saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-
ilmu sosial.120 
Adapun konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo lahir dari 
kegelisahan menghadapi kegelisahan hukum. Pendekatan hukum 
progresif pada prinsipnya menekankan pentingnya kiprah pengemban 
hukum individual (hakim, jaksa, dan polisi). Pada saat yang sama interaksi 
antara sistem politik dan sistem (hukum) di mana para pengemban hukum 
individual bekerja perlu pula mendapat perhatian. 
Satjipto menyatakan bahwa “hukum itu bukan hanya bangunan 
peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”121 Kritikan 
ini tertuju pada dominasi pemikiran hukum negara sebagai instrumen 
(bangunan hukum) yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan 
(ekonomi) versi negara, yang bagi Satjipto tidak mencerminkan bangunan 
ide, kultur dan cita-cita dari manusia yang menjadi obyek dari pemikiran 
hukum dan pembangunan. Oleh karena itu, manuisa (individu) dianggap 
menjadi penentu dan mejadi orientasi hukum.Hukum bertugas melayani 
manusia, bukan sebaliknya.Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya 
mengabdi pada kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya hukum progresif 
menganut ideologi: Hukum yang pro-rakyat dan hukum yang pro-
keadilan”. Hukum harus mewujudkan keadilan (substantif) bukan 
                                                 
120 Muhammad Zulfadli, dkk. Op Cit, hlm. 274. 
121 Satjipto Rahardjo, 2003, Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia dalam Karolus 
Kopong Medan, Frans J Rengkas (eds), 2003, Liberalisme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia: Sisi-sisi 
Lain dari hukum Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm. 22 
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terutama kepastian procedural.Itulah sebabnya, dalam negara hukum 
Indonesia, yang diunggulkan adalah ‘olah hati nurani’ untuk mencapai 
keadilan yang dimaknai sebagai rule of moral atau rule of justice.122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
122 Ibid, hlm. 16 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C 
di wilayah hukum Polres Pemalang dilakukan melalui penegakan hukum 
preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif melalui  
penyuluhan kegiatan usaha penambangan, upaya non yustisial, dan Penanganan  
konflik sosial. Sedangkan upaya hukum represif dilakukan melalui penindakan  
menggunakan hukum pidana melalui pelaksanaan tugas polri di bidang 
penyelidikan maupun penyidikan. 
2. Problematika  penegakan hukum terhadap  tindak pidana dalam kegiatan 
penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang yaitu keterbatasan 
kuantitas dan kualitas anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Polres 
Pemalang, kesulitan dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan dan faktor 
ekonomi. Cara mengatasinya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya 
Manusia penyidik dan koordinasi serta penerapan Diskresi Kepolisian dengan 
melakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari penegakan hukum 
preventif hingga represif sebagai upaya terkahir. 
 
 
B. Saran 
 
141 
 
 
Berdasarkan simpulan tersebut dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Perlu adanya kebijakan pendelegasian kewenangan pemberian perizinan Galian C 
dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten / Kota  untuk 
mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha pertambangan agar dapat 
diminimalisir kegiatan usaha pertambangan illegal atau tidak berizin. 
2. Penegakan hukum penambangan Galian C illegal sebaiknya dengan 
mengedepankan penegakan hukum preventif dan pendekatan non penal dengan 
memberikan pembinaan dan pengawasan kepada penambang illegal untuk 
melengkapi kegiatan penambangan dengan perizinan yang diperlukan sehingga  
penambangan illegal menjadi penambangan yang sah. 
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